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	Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan keadaan perekonomian yang terjadi pada suatu negara dari adanya sebuah proses secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu periode tertentu. Untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan maka diperlukan juga akan peran dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan pembangunan daerah yang maksimal ketika daerah memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah serta tambahan variabel pendukung lainnya berupa indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2022. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan data panel yang diolah dengan menggunakan bantuan program software eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan
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[bookmark: _Toc147088586]1.1 Latar Belakang
	Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan keadaan perekonomian yang terjadi pada suatu negara dari adanya sebuah proses secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan produksi barang dan jasa pada suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk menilai secara makro mengenai kinerja pembangunan pada suatu negara. Menurut Sukirno (2004) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja dan perkembangan teknologi (Sukirno, 1994). Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum sehingga belum bisa menggambarkan kemampuan masyarakat secara individual. 
	Guna upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan nasional. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan semaksimal mungkin guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu kewajiban umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Salah satu cara bagi pemerintah pusat untuk mengelola kepemilikan sumber daya alamnya secara memadai adalah melalui otonomi daerah. Dengan melalui otonomi daerah maka pemerintah pusat akan memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan secara lebih leluasa untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. 
Awal mula sistem penyelenggaraan otonomi daerah sendiri mulai ditetapkan di indonesia ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 yang berisi mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 33 yang berisi mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut telah dijadikan sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di seluruh Indonesia, terkecuali di daerah Ibu Kota DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang mendapatkan otonomi khusus
Terselenggaranya sistem otonomi daerah yang diterapkan di indonesia pada saat ini tidak bisa dilepas dari proses reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Sebelum masa reformasi, keadaan perekonomian di indonesia pada saat itu cenderung bersifat sentralistik sehingga pembangunan perekonomian hanya berfokus di pemerintahan pusat saja. Selain itu pemberian kewenangan yang terbatas oleh pemerintah pusat terhadap daerah membuat daerah tidak bisa memiliki peran yang besar dalam mengembangkan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya sendiri, sehingga menyebabkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara pusat dan daerah. Setelah diterapkannya sistem otonomi daerah pasca reformasi, daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola pembangunan daerahnya sendiri. Dengan adanya sistem otonomi membuat daerah lebih leluasa dalam mengembangkan potensi sesuai dengan kondisi yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga dapat meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di indonesia. Maka, dengan adanya sistem otonomi daerah diharapkan dapat mengurangi tingkat kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara pusat dan daerah di indonesia. Berdasarkan hal tersebut bisa menunjukan bahwa dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah dapat mewujudkan salah satu tujuan utama dari desentralisasi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Adanya penerapan otonomi daerah di indonesia menjadikan peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Bentuk tanggung jawab pemerintah pusat atas berlangsungnya proses otonomi daerah dapat dilihat dari adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah. Di sisi lain, dengan adanya dana perimbangan yang terlalu besar menimbulkan kesan bahwa daerah belum mandiri secara finansial, sehingga bisa dikatakan bahwa otonomi daerah belum berhasil dilaksanakan. Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber PAD seperti pajak dan retribusi daerah disebut sebagai kemandirian daerah. Menurut Halim (2004), salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah yaitu menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal. Rasio derajat desentralisasi fiskal itu sendiri merupakan hasil perhitungan dari tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan penerimaan daerah. Semakin tinggi tingkat derajat desentralisasi fiskal, maka menunjukkan semakin besar pula porsi belanja daerah yang didanai dari sumber penerimaan yang dihasilkan sendiri oleh daerah (Halim, 2004). Dengan demikian, ketika PAD suatu daerah memiliki kontribusi yang semakin tinggi terhadap total pendapatan daerah tersebut, maka akan menggambarkan semakin baik pula kemandirian serta pengelolaan keuangan daerahnya. Oleh sebab itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya pengangguran dan kemiskinan juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik (Berliani, 2016)
[bookmark: _Hlk136287572]Terdapat banyak dampak yang bisa ditimbulkan dengan adanya penerapan otonomi daerah terhadap daerah yaitu salah satunya membuat daerah menjadi lebih mandiri secara fiskal. Ketika suatu daerah semakin mandiri akan berdampak positif terhadap daerah itu sendiri. Beberapa contoh dampak positif yang bisa timbul yaitu mampu membuat inovasi daerah menjadi semakin tinggi dan membuat pemerintah daerah lebih memahami program-program pembangunan apa saja yang efisien dan efektif yang mampu mensejahterakan daerahnya itu sendiri. Terjadinya hal tersebut akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat sehingga ketika aktivitas ekonomi masyarakat meningkat akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut membuat kinerja keuangan suatu daerah menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Sularso, dkk (2012) menyimpulkan bahwa secara tidak langsung faktor pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa dalam otonomi daerah terdapat indikator lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu kinerja keuangan daerah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso et al., 2019), dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Berjalannya penerapan sistem otonomi daerah di indonesia membuat keadaan perekonomian daerah akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan memiliki tugas dan wewenang dalam mengelola keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan penerimaan lain-lain. Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh suatu daerah dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik daerah tersebut mengelola keuangan daerahnya. Tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pusat atas pendanaan pemerintahan daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi sumbangan PAD terhadap APBD daerah tersebut. Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa rata-rata sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) di tingkat nasional pada setiap provinsi tahun 2021 yaitu sebesar 37,5 persen dari total APBD. Menurut data BPS mencatat bahwa sumbangan PAD pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 55,79 persen dari total APBD, di mana persentase tersebut lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah yang masih belum bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Halim, 2009).
Trend positif tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan di jawa tengah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak. Selain itu program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur, akan tetapi juga berfokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pencegahan stunting, angka kematian ibu dan bayi. Contoh program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa tengah yaitu dengan menjalankan program pendampingan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa miskin, satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu inovasi, sekolah untuk siswa miskin, dan lain sebagainya. Salah satu bukti keseriusan lainnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan pembangunan yaitu dengan diterapkannya pengembangan energi baru terbarukan atau EBT. Hingga saat ini, di Jawa Tengah terdapat 2.353 Desa Mandiri Energi (DME). Seluruh DME tersebut terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang, dan 26 DME mapan. Dengan Adanya kebijakan-kebijakan tersebut mampu membuat Provinsi Jawa Tengah meraih gelar provinsi terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Bappenas RI selama tahun 2019, 2020 dan 2023.
[bookmark: _Toc147088722]Tabel 1.1 Proporsi PAD dalam total APBD setiap provinsi di pulau jawa (%)
	Provinsi
	Tahun

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	DKI Jakarta
	67,50 %
	67,70 %
	70,02 %
	71,88 %
	71,86 %

	Yogyakarta
	33,45 %
	33,29 %
	35,29 %
	32,29 %
	38,13 %

	Banten
	59,65 %
	33,92 %
	64,67 %
	62,29 %
	73,20 %

	Jawa Barat
	55,01 %
	56,66 %
	60,65 %
	60,44 %
	67,72 %

	Jawa Timur
	54,01 %
	52,69 %
	55,79 %
	52,15 %
	62,36 %

	Jawa Tengah 
	53,22 %
	54,34 %
	55,52 %
	55,79 %
	67,34 %


Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)
Pada saat ini pulau jawa merupakan pulau yang menjadi pusat pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam tabel 1.1 menunjukkan data persentase proporsi pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD di setiap provinsi di pulau jawa dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dari keenam provinsi yang ada, hanya provinsi Jawa Tengah yang terus mengalami trend kenaikan positif setiap tahunnya dalam memberikan kontribusi PAD terhadap total APBD tanpa adanya fluktuasi dibandingkan dengan provinsi lain di pulau jawa. Meskipun pada tahun 2018 provinsi Jawa Tengah menduduki posisi ke 5 terendah di bawah Yogyakarta dari keenam provinsi yang ada, akan tetapi setiap tahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 sendiri Jawa tengah mampu menduduki posisi ke 4, naik satu peringkat dari tahun 2018 lalu di bawah Yogyakarta dan Banten sebagai provinsi dengan persentase kontribusi PAD tertinggi di pulau jawa. 
[bookmark: _Toc147088723][bookmark: _Hlk147087472]Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 setiap provinsi di pulau jawa (%)
	Provinsi
	Tahun
	Rata-Rata

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	DKI Jakarta
	6,11 %
	5,82 %
	-2,39 %
	3,56 %
	5,25 %
	3,67 %

	Yogyakarta
	6,20 %
	6,59 %
	-2,67 %
	5,58 %
	5,15 %
	4,17 %

	Banten
	5,77 %
	5,26 %
	-3,39 %
	4,49 %
	5,03 %
	3,43 %

	Jawa Barat
	5,65 %
	5,02 %
	-2,52 %
	3,74 %
	5,45 %
	3,46 %

	Jawa Timur
	5,47 %
	5,53 %
	-2,33 %
	3,56 %
	5,34 %
	3,51 %

	Jawa Tengah 
	5,30 %
	5,36 %
	-2,65 %
	3,33 %
	5,31 %
	3,33 %


Sumber: Badan Pusat Statistik 
Dalam tabel 1.2 menunjukkan data mengenai laju pertumbuhan PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto) (Atas Dasar Harga Konstan) tahun 2010 di setiap provinsi yang ada di pulau jawa dalam lima tahun terakhir. Data tersebut menunjukan bahwa rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi terbawah dari ke-6 provinsi yang ada dengan rata-rata laju PDRB sebesar 3,33%. Sedangkan di posisi pertama ditempati oleh Provinsi Yogyakarta dengan rata-rata laju PDRB sebesar 4,17% dan kemudian disusul oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata laju PDRB sebesar 3,67%. Posisi ke-3 sendiri ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata laju PDRB sebesar 3,46%, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata laju PDRB sebesar 3,51%, dan di posisi ke-5 ditempati oleh Provinsi Banten dengan rata-rata laju PDRB sebesar 3,43%.
	Berdasarkan penjelasan kedua tabel diatas menunjukan jika dilihat dari kenaikan persentase sumbangan PAD terhadap total APBD tiap tahunnya maka bisa dikatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah mulai dapat mengelolaan potensi daerah yang ada dengan baik sebagai sumber pendapatan daerah. Namun, ketika dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung masih rendah dibandingkan provinsi lain maka bisa dikatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia. Maka dari itu, menjadikan hal ini menarik untuk dikaji.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah, sehingga dalam penelitian ini akan diambil judul “Analisis Pengaruh Ketergantungan Fiskal Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022”.
[bookmark: _Toc147088587][bookmark: _Hlk132316235]1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022?
2. Bagaimana pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022?
5. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022?
[bookmark: _Toc147088588]1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Menganalisis pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022.
2. Menganalisis pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022.
3. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022.
4. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022.
5. Menganalisis pengaruh Kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2022.
[bookmark: _Toc147088589]1.4 Manfaat Penelitian
Dengan adanya Penelitian ini, maka diharapkan bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu diantaranya sebagai berikut:
1. Bagi penulis maupun pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
2. Bagi Akademisi, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber referens maupun tambahan literasi bacaan untuk penelitian selanjutnya
3. Bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan mendatang khususnya mengenai permasalahan yang terkait demi tercapainya pertumbuhan ekonomi.
[bookmark: _Toc147088590]1.5 Sistematika Penulisan
BAB I: Pendahuluan
Bab ini terdiri dari penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian
BAB II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori 
Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu yang revelan dengan penelitian, landasan teori yang memuat penjelasan berdasaarkan teori yang akan digunakan dalam peneliti, hipotesis penelitian dan kerangka pemikirann
BAB III: Metode Penelitian
Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai jenis dan cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, definisi variabel operasional yang memuat penjelasan dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian 
BAB IV: Hasil Analisis Dan Pembahasan
Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai deskripsi data penelitian, hasil dari estimasi model, hasil dari pengujian estimasi model, hasil analisis data regresi dan penjelasan analisis secara ekonomi berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian.  
BAB V: Simpulan dan Implikasi
Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian dan implikasi yang memuat saran yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalah yang ada dalam penelitian.















[bookmark: _Toc147088591]BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
[bookmark: _Toc147088592]2.1 Kajian Pustaka
	Dalam penulisan penelitian ini penulis memuat berbagai penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik pembahasan yang diteliti sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Maka beberapa referensi dari penelitian terdahulu tersebut antara lain sebagai berikut:
[bookmark: _Hlk140349402]Penelitian awal mengenai kemandirian daerah yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh (Prakoso et al., 2019) dan (Suci & Asmara, 2018). Kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode analisis berupa analisis regresi dengan metode data panel serta sama-sama membahas bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso et al., 2019) mengambil latar belakang di 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode waktu tahun 2009-2013, sedangkan penelitian (Suci & Asmara, 2018) mengambil latar belakang di Provinsi Banten pada periode waktu tahun 2001-2011. Hasil dari salah satu metode analisis dari kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah sama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya untuk hasil metode analisis lainnya dalam penelitian (Prakoso et al., 2019) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan atas kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan, sedangkan dalam penelitian (Suci & Asmara, 2018) menyebutkan bahwa rasio dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kemudian terdapat penelitian lain yang membahas mengenai kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Alisman & Sufriadi, 2020) dan (Sutriani, 2015). Kedua penelitian ini sama-sama membahas bagaimana pengaruh kemandirian dan ketergantungan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh (Alisman & Sufriadi, 2020) mengambil latar belakang di 8 kabupaten dan kota di wilayah barat selatan Provinsi Aceh pada periode waktu tahun 2011-2019 serta menggunakan model analisis regresi linear sederhana, sedangkan penelitian (Sutriani, 2015) mengambil latar belakang Kabupaten Sarolangun pada periode waktu tahun 2011-2015 dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Terdapat perbedaan hasil yang didapatkan dari kedua penelitian tersebut, dimana dalam penelitian (Alisman & Sufriadi, 2020) menunjukan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam penelitian (Sutriani, 2015) menunjukan bahwa rasio kemandirian keuangan dan rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dalam penelitian (Sutriani, 2015) juga menunjukan bahwa rasio kemandirian keuangan di Kabupaten Sarolangun masih dikategorikan sangat rendah di angka 5,25% dan untuk rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun juga dikategorikan masih cukup tinggi di angka 84,78%.
Berikutnya yaitu terdapat 3 penelitian lainnya yang sama-sama membahas mengenai kinerja keuangan daerah, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Nurulita et al., 2018), (Rinova & Dewi, 2021) dan (Sari dkk., 2019). Ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Nurulita et al., 2018) mengambil latar belakang di 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau pada periode waktu tahun 2011-2015, sedangkan penelitian (Rinova & Dewi, 2021) mengambil latar belakang di di 80 kabupaten dan kota di Pulau Sumatera pada periode waktu tahun 2013-2017 dan penelitian (Sari et al., 2019) mengambil latar belakang di kota Manado, Bitung, Tomohon, dan Kotamobagu pada periode waktu tahun 2004-2014. Dari ketiga penelitian yang ada terhadap dua penelitian yang sama-sama menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan data panel yaitu penelitian (Rinova & Dewi, 2021) dan (Sari et al., 2019), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nurulita et al., 2018) menggunakan metode analisis jalur (Path Analysis). Hasil dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian (Nurulita et al., 2018) menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio kemandirian dan rasio efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, untuk rasio efisiensi terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini juga menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio kemandirian dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap tingkat pengangguran. Akan tetapi, untuk rasio efektivitas terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio efektivitas terhadap tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu hasil dari penelitian (Rinova & Dewi, 2021) menunjukan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, rasio ketergantungan regional tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan rasio efektivitas LGR (Locally-Generated Revenue) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Terakhir yaitu penelitian (Sari et al., 2019) menunjukan bahwa bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan rasio efektivitas juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, rasio ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
[bookmark: _Hlk145930993]Untuk melihat sisi lain mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka penulis menggunakan jurnal penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf et al., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan untuk menguji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pendidikan yang diproksikan dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Melek Huruf (AMH) terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode waktu tahun 2015-2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan data panel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Melek Huruf (AMH) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, penulis menggunakan penelitian yang dilakukan oleh (Ummah et al., 2023) untuk melihat sisi lain mengenai kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya yaitu inflasi dan pengangguran di Kota Surabaya pada periode waktu tahun 2015-2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap kemiskinan.
Terakhir, penulis menggunakan penelitian yang dilakukan oleh (Yuanda & Haryatiningsih, 2022) untuk melihat sisi lain mengenai pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar serta bagaimana pengaruh kemiskinan, pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung pada periode waktu tahun 2005-2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dalam penelitian ini juga menunjukan bahwa secara simultan variabel kemiskinan, pengangguran, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel independen yang digunakan, dimana penulis menggunakan variabel derajat desentralisasi fiskal, derajat otonomi fiskal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Selain perbedaan variabel independen, terdapat pula perbedaan lain seperti lokasi dan tahun penelitian, dimana penulis menggunakan lokasi di Provinsi Jawa Tengah dengan periode waktu tahun 2017-2022.
[bookmark: _Toc147088593]2.2 Landasan Teori
[bookmark: _Toc147088594]2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi
	Salah satu masalah makro ekonomi dalam jangka panjang yang dilihat oleh para ekonom adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan keadaan perekonomian yang terjadi pada suatu negara dari adanya sebuah proses secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu periode tertentu. Terdapat perbedaan definisi yang mendasar antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses naiknya pendapatan nasional tanpa diikuti dengan perbaikan struktur kelembagaan dan kondisi ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Sebaliknya, pembangunan ekonomi adalah proses naiknya pendapatan nasional diikuti dengan perbaikan struktur kelembagaan dan kondisi ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Adanya pembangunan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain pertumbuhan ekonomi dapat membantu proses pembangunan ekonomi, sehingga kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan.
Sukirno (2013) menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan berkembangkannya pendapatan nasional rill dari waktu ke waktu. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ditunjukan dari naiknya persentase pendapatan nasional riil dari suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. sebaliknya, apabila terjadi penurunan persentase pendapatan nasional riil dari suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). 
	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah yang timbul karena adanya kegiatan perekonomian dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan perhitungan, PDRB dibedakan menjadi dua jenis harga yaitu PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) dan PDRB ADHB (atas dasar harga berlaku). PDRB ADHK adalah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga tetap yang ditentukan menggunakan suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Hingga saat ini, tahun dasar yang dipakai yaitu menggunakan tahun dasar 2010. PDRB ADHK dipakai untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB ADHB adalah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB ADHB dipakai untuk melihat struktur ekonomi serta kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah tertentu. 
[bookmark: _Toc147088595]2.2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik
[bookmark: _Hlk137641835]	Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pelopor ilmu ekonomi modern adalah Adam Smith. Buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations merupakan buku yang ditulis oleh Adam Smith yang berisikan rumusan teori Adam Smith mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Adam Smith berpandangan bahwa terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan total output dan pertumbuhan jumlah penduduk (Hasyim, 2016) .Terdapat 3 unsur pokok yang mempengaruhi pertumbuhan total output, ketiga hal tersebut yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal. Sumber daya alam memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, sumber daya alam juga memiliki kapasitas yang terbatas dan akan terus berkurang dengan seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan pertumbuhan produksi maka diperlukan peran tenaga kerja (sumber daya manusia) dan modal. peningkatan pertumbuhan penduduk akan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Ketika semakin tinggi kebutuhan tenaga kerja yang diminta maka akan semakin tinggi pula peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk. Bisa dikatakan bahwa sumber daya alam atau jumlah penduduk memiliki peranan yang pasif dalam pertumbuhan total output. Berdasarkan hal tersebut maka modal memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Adam Smith juga berpandangan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk akan memperluas pasar sehingga akan meningkatkan variasi dan spesialisasi dalam tenaga kerja. Dengan adanya pembagian spesialisasi dalam tenaga kerja akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut bisa terjadi karena dengan spesialisasi dan pembagian kerja maka akan membuat semakin banyak pula barang dan jasa yang bisa dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin luas tersebut. 
Selanjutnya terdapat tokoh lain yang merumuskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi klasik yaitu salah satunya David Ricardo. David Ricardo merumuskan teori mengenai pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang terbit tahun 1817 dengan judul “The Principles of Political and Taxation”. David Ricardo memiliki pandangan yang berbeda dengan Adam Smith. David Ricardo memiliki pandangan bahwa dengan semakin semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk akan menimbulkan berlebihnya tenaga kerja yang tersedia sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan upah tenaga kerja dan timbulnya stagnan dalam perekonomian. 
Selain itu, terdapat salah satu hasil pemikiran David Ricardo mengenai teori pertumbuhan ekonomi yang paling terkenal yaitu “The Law of Diminishing Return”. Pemikiran ini menerangkan bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk akan menghambat pertumbuhan ekonomi dikarenakan terbatasnya faktor produksi tanah (sumber daya alam) yang bersifat konstan atau tetap. David Ricardo berpandangan bahwa untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi maka diperlukan peran tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas. Guna untuk meningkatkan produktivitas diperlukan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup. ketika kedua hal tersebut telah tercukupi dan terjadi peningkatan dalam produktivitas, maka pertumbuhan ekonomi akan dapat tercapai (Arsyad, 1997).
[bookmark: _Toc147088596]2.2.1.2 Teori Pertumbuhan Neo Klasik
Terdapat beberapa tokoh ekonom yang merumuskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi klasik, dimana salah satunya adalah Harrod-Domar. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi neo klasik yang dikembangkan oleh dua tokoh ekonom yaitu Sir Roy Harrod dan Evsey Domar pada sekitar akhir tahun 1930 hingga awal tahun 1940. Kedua ekonom tersebut menggunakan proses perhitungan yang berbeda akan tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang (Suprijati & Yakin, 2017). Teori ini berfokus pada peran investasi dalam memicu pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi terjadi ketika tingkat investasi melebihi tingkat tabungan. Dalam konteks ini, investasi mencakup pembelian modal fisik seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi.
[bookmark: _Hlk140325318]	Dalam teori ini, dinyatakan bahwa ada suatu hubungan kausal antara investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan tingkat investasi, yang akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi, dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan yang lebih tinggi kemudian memicu lebih banyak konsumsi, yang pada gilirannya mendorong permintaan dan aktivitas ekonomi yang lebih luas. Dalam teori Harrod-Domar, terdapat dua parameter penting yang menentukan hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi, yaitu kecenderungan menyimpan (marginal propensity to save) dan rasio modal-output (capital-output ratio). Kecenderungan menyimpan mengacu pada seberapa besar pendapatan yang cenderung disimpan daripada dihabiskan. Rasio modal-output mengukur seberapa banyak modal yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output. Dalam teori ini, perekonomian dianggap dipengaruhi oleh salah satu faktor penting yang memiliki dua peran sekaligus yaitu kegiatan investasi. Peran pertama yaitu investasi sebagai sumber pendapatan negara. Hal tersebut dapat terjadi karena investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara. Ketika proses suatu investasi di suatu negara semakin mudah maka akan menyebabkan semakin banyaknya investor yang tertarik untuk berinvestasi di negara tersebut sehingga menyebabkan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh negara tersebut. Peran kedua yaitu investasi sebagai faktor yang dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi karena investasi dianggap mampu memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Berdasarkan kedua penjelasan di atas dapat diartikan bahwa permintaan dan penawaran dapat dipengaruhi oleh investasi. Dalam jangka waktu yang panjang, investasi tidak hanya mempengaruhi permintaan agregatif tetapi juga mempengaruhi penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi. 
Selanjutnya terdapat juga tokoh lain yang merumuskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi neo klasik yaitu salah satunya adalah Robert Solow. Teori pertumbuhan Robert Solow, yang juga dikenal sebagai Model Pertumbuhan Solow adalah sebuah teori ekonomi yang dikembangkan oleh ekonom Amerika Serikat bernama Robert Solow pada tahun 1956. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami faktor-faktor yang mendasari pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Teori Solow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dijelaskan oleh tiga faktor utama, yaitu pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan modal, dan kemajuan teknologi. Pertumbuhan tenaga kerja merujuk pada peningkatan jumlah tenaga kerja yang tersedia bagi perekonomian, pertumbuhan modal mengacu pada peningkatan jumlah dan kualitas modal yang digunakan dalam produksi, sedangkan kemajuan teknologi berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan penemuan baru yang meningkatkan produktivitas.
	Model Solow menggunakan fungsi produksi agregat yang sederhana untuk menggambarkan hubungan antara input faktor produksi (tenaga kerja dan modal) dan output produksi suatu negara. Model ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, tingkat pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan kemajuan teknologi, sedangkan tingkat investasi akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita. Teori pertumbuhan Robert Solow telah memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan menjadi dasar bagi banyak model ekonomi pertumbuhan yang lebih kompleks yang dikembangkan setelahnya. 
[bookmark: _Toc147088597]2.2.2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem otonomi daerah di indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 yang berisi mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Ketika otonomi daerah diberlakukan, maka akan terdapat penyerahan kewenangan dalam mengatur dan mengelola anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada kepada pemerintah daerah yang disebut dengan desentralisasi fiskal. 
Tujuan dari dilaksanakannya desentralisasi fiskal yaitu untuk mengurangi ketimpangan atau kesenjangan antar daerah yang diakibatkan dari adanya perbedaan potensi sumber daya alam maupun kondisi demografi yang ada di setiap daerah. Hingga saat ini, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Tujuan dari diterapkannya undang-undang tersebut yaitu untuk mendorong pemerintahan daerah agar lebih dapat mengoptimalkan penerimaan daerah serta meningkatkan kualitas belanja daerah. Oleh sebab itu, diharapkan dengan diterapkannya desentralisasi fiskal dapat menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri secara fiskal, sehingga dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan di setiap daerah yang ada di indonesia. 
Menurut Halim & Damayanti (2007) konsekuensi dari diberlakukannya otonomi daerah akan menimbulkan terjadinya 4 perbedaan kondisi yang akan terjadi di setiap daerah mengenai sejauh mana pemerintahan daerah mampu dalam menjalankan otonomi daerah. Pertama, kondisi ketika daerah mampu melaksanakan otonomi daerah. Kedua, kondisi ketika daerah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Ketiga, kondisi ketika daerah sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. Keempat, kondisi ketika daerah kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
[bookmark: _Toc147088598]2.2.3 Kinerja Keuangan Daerah 
[bookmark: _Hlk138530089]Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas- batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Susantih & Saftiana, 2009). Tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah bisa dilihat melalui kinerja atau kemampuan keuangan daerah tersebut (Halim, 2004). Pengukuran kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah diperlukan guna sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan pengelolaan anggaran di tahun berikutnya. Terdapat 3 tujuan utama dari dilaksanakannya pengukuran dalam kinerja keuangan daerah (Mardiasmo, 2002) yaitu sebagai berikut:
1. [bookmark: _Hlk139179232]Membantu memperbaiki kinerja keuangan daerah
2. Mengalokasikan sumber daya dan pembuat keputusan
3. [bookmark: _Hlk138530039]mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
	Ketika suatu pengelolaan daerah dapat memenuhi prinsip value for money yaitu dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif maka akan dapat mendorong tumbuhnya pertumbuhan ekonomi dan implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Berliani, 2016). Terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk melihat seberapa baik pengelolaan keuangan dalam suatu kinerja keuangan daerah, dimana salah satunya adalah dengan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim & Damayanti, 2007). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis rasio keuangan yang masih mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam struktur APBD guna untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Kedua rasio tersebut adalah derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah. 
[bookmark: _Toc147088599]2.2.3.1 Derajat Desentralisasi Fiskal
	Derajat desentralisasi fiskal adalah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai seberapa besar tingkat kemampuan daerah dalam kemandirian fiskal. Salah satu syarat suatu daerah dapat dikatakan otonom adalah ketika daerah tersebut mampu menjalankan pemerintahan daerah dengan menggunakan pembiayaan yang berasal dari potensi yang dimiliki dari daerah itu sendiri (Sistiana & Makmur, 2014). Secara perhitungan, derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan membandingkan seberapa besar pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah di tahun yang sama. Dengan besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian, maka akan membuat pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Ditetapkannya otonomi daerah diharapkan dapat membuat daerah lebih bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah dapat berkontribusi secara lebih besar terhadap total pendapatan yang diterima oleh daerah dan membuat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menjadi semakin menurun. 
[bookmark: _Hlk139005356]            Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka akan membuat diberlakukannya juga penyerahan wewenang di bidang fiskal dari pemerintah pusat ke daerah. Penyerahan wewenang tersebut diharapkan dapat membuat pemerintah daerah lebih efisien dalam melayani kebutuhan barang publik. Selain itu diharapkan pula dengan adanya penyerahan wewenang di bidang fiskal tersebut dapat lebih mempercepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dikarenakan pemerintah daerah diduga lebih memahami kondisi yang diperlukan oleh masyarakat serta seberapa besar keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh daerah sehingga dapat lebih meningkatkan efisiensi dalam perekonomian. Pemerintah daerah memperoleh penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal sumber-sumber dari potensi yang terdapat di wilayahnya itu sendiri. Berikut ini merupakan jenis-jenis sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh berdasarkan undang-undang yang berlaku, di mana jenis-jenis sumber tersebut terdiri dari:
1. [bookmark: _Hlk139262696]Pajak daerah
[bookmark: _Hlk141472733][bookmark: _Hlk141472760]Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah melalui berbagai jenis pajak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (2) yang terdiri dari:
[bookmark: _Hlk139187803]- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- Pajak Reklame
- Pajak Air Tanah (PAT)
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- Pajak Sarang Burung Walet
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2. Retribusi daerah
[bookmark: _Hlk141472788]Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (64) menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah diperoleh pemerintah daerah melalui berbagai jenis pungutan retribusi yang terdiri dari:
- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perizinan Tertentu
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 4 huruf c menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber penerimaan yang termasuk ke dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu diantaranya adalah bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. 
4. Lain-Lain PAD yang Sah
Beberapa contoh sumber yang termasuk ke dalam sumber penerimaan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu diantaranya seperti jasa giro, pendapatan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 
[bookmark: _Toc147088600][bookmark: _Hlk138969275][bookmark: _Hlk139262443]2.2.3.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 
	Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk melihat seberapa besar daerah bergantung terhadap salah satu sumber pendapatan daerah yaitu pendapatan transfer yang berasal dari pusat maupun provinsi. Tujuan utama diberlakukannya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, adanya transfer anggaran ke daerah juga dapat berfungsi untuk mendanai belanja modal daerah sehingga dapat mendorong terjadinya peningkatan dalam kualitas pelayanan publik di pemerintahan daerah.  
	Menurut peraturan perundang-undangan yang ada, penetapan kebijakan transfer ke daerah atau TKD dapat dibagi menjadi beberapa jenis dana transfer. Penetapan tersebut ditetapkan sesuai dengan perencanaan kerja pemerintah serta tertulis langsung ke dalam nota keuangan rancangan APBN di tahun anggaran yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 106 menyebutkan bahwa kebijakan transfer ke daerah (TKD) dibagi ke dalam beberapa jenis yang terdiri dari:
1. Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana bagi hasil atau disebut juga dengan DBH adalah jenis dana transfer ke daerah (TKD) yang disalurkan dari pemerintah pusat ke daerah yang menghasilkan sumber daya alam. Pengalokasian dana tersebut didasarkan atas kriteria kinerja serta persentase tertentu dari penerimaan APBN. Tujuan dari pemberian dana bagi hasil adalah untuk mengurangi salah satu permasalahan yang terjadi di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu berupa disparitas fiskal. 
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana alokasi umum atau disebut juga dengan DAU adalah jenis dana transfer ke daerah (TKD) yang disalurkan dari pemerintah pusat ke daerah sebesar celah fiskal satu tahun anggaran. Tujuan dari pemberian dana alokasi umum adalah untuk mengurangi salah satu permasalahan yang terjadi antar daerah yaitu berupa adanya perbedaan dalam kemampuan keuangan serta pelayanan publik. 
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana alokasi khusus atau disebut juga dengan DAK adalah jenis dana transfer ke daerah (TKD) yang disalurkan dari pemerintah pusat ke daerah yang jumlah besarannya telah ditentukan oleh pemerintah. Pengalokasian dana tersebut digunakan untuk menopang penyelenggaraan pelayanan publik serta membiayai suatu kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional. Tujuan dari pemberian dana alokasi khusus adalah untuk mengurangi permasalahan berupa adanya ketimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terjadi di antara pusat dan daerah serta antar daerah. Selain itu, pemberian dana alokasi khusus juga bertujuan agar tujuan dari prioritas nasional dapat dicapai oleh pemerintah. 

4. Dana Otonomi Khusus (DOK)
Dana otonomi khusus atau disebut juga dengan DOK adalah jenis dana transfer ke daerah (TKD) yang disalurkan dari pemerintah pusat ke daerah tertentu yang menyandang status otonomi khusus. Pengalokasian dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan otonomi khusus. Berdasarkan undang-undang mengenai otonomi khusus, daerah yang menyandang status sebagai daerah otonomi khusus adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
5. Dana Keistimewaan (DK)
Dana keistimewaan adalah jenis dana transfer ke daerah (TKD) yang disalurkan dari pemerintah pusat untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengalokasian dana tersebut digunakan untuk mengakomodasi pembiayaan dalam urusan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dana Desa (DD)
Dana desa adalah jenis dana transfer ke daerah (TKD) yang disalurkan dari pemerintah pusat untuk desa. Mekanisme pengalokasian dana ditransfer melalui APBD yang kemudian akan disalurkan ke desa-desa yang ada wilayah pemerintahan daerah. Tujuan dari pemberian dana desa yaitu antara lain untuk mendorong pembangunan infrastruktur desa yang sesuai kearifan lokal sehingga dapat menumbuhkan perekonomian desa serta menurunkan tingkat kesenjangan dan kemiskinan yang ada di desa.
[bookmark: _Toc147088601][bookmark: _Hlk139529714]2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
[bookmark: _Hlk139538408][bookmark: _Hlk139538483]	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat didefinisikan sebagai suatu indeks komposit (hasil kombinasi berupa indikator gabungan yang disusun dari indikator-indikator tunggal) yang menggambarkan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai suatu kualitas sumber daya manusia adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh United Nations Development Programme (UNDP). Hingga saat ini, perkembangan IPM dipublikasikan secara periodik dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) (BPS). Salah satu hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia adalah modal manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan dan keterampilan (Todaro & Smith, 2011). IPM dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran yang berisi perbandingan antara harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh suatu kebijakan ekonomi terhadap tingkat kualitas hidup masyarakat. Selain itu, IPM juga dapat digunakan untuk melihat apakah suatu negara termasuk ke dalam golongan negara maju, berkembang atau miskin. IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. 
[bookmark: _Hlk139529665]Pembangunan manusia yang baik akan memungkinkan faktor-faktor produksi dapat dimaksimalkan dengan maksimal, sehingga IPM sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi modern pada saat ini. Populasi yang berkualitas tinggi akan mampu mengembangkan faktor produksi baru dan meningkatkan faktor produksi lama. Selain itu, tingkat pertumbuhan manusia yang tinggi akan menyebabkan jumlah penduduk menjadi meningkat, sehingga tingkat konsumsi juga ikut meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pengukuran IPM dibagun menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Terdapat pula 3 hal yang akan digunakan untuk mengukur ketiga dimensi tersebut. Pertama dimensi kesehatan akan diukur menggunakan angka harapan hidup. Kedua dimensi pengetahuan akan diukur menggunakan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Ketiga atau yang terakhir yaitu dimensi standar hidup yang layak akan diukur menggunakan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok.
	Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibagi menjadi empat kategori yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini:
[bookmark: _Toc147088724]Tabel 2.1 Kategori Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Tingkat IPM
	Kategori

	< 60
	Rendah

	60 ≤ IPM < 70
	Sedang

	70 ≤ IPM < 80
	Tinggi

	> 80
	Sangat Tinggi


Sumber: Badan Pusat Statistik
[bookmark: _Toc147088602][bookmark: _Hlk139646938]2.2.5 Pengangguran
	Definisi pengangguran menurut Sukirno (1994) adalah keadaan ketika seseorang yang termasuk ke dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan akan tetapi belum bisa memperolehnya. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang terjadi dalam perekonomian yang masih banyak ditemukan di negara-negara berkembang kebawah. Tingginya tingkat pengangguran di sebagian besar negara berkembang ke bawah menunjukan bahwa pembangunan ekonomi tidak mampu menghasilkan lapangan kerja lebih cepat daripada peningkatan populasi yang ada. Tingginya tingkat pengangguran akan berdampak terhadap berkurangnya daya beli masyarakat yang disebabkan dari turunya tingkat pendapatan atau bahkan hilangnya sumber pendapatan masyarakat sehingga akan mengakibatkan penurunan permintaan barang-barang produksi dan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran juga akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan pajak pemerintah karena lesunya kegiatan perekonomian yang disebabkan menurunya daya beli masyarakat. Menurut Sukirno (2004) pengangguran dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu pengangguran berdasarkan penyebabnya dan pengangguran berdasarkan sifatnya.
	Ketika melihat pengangguran berdasarkan penyebabnya, maka dapat dibedakan menjadi 4 jenis yang terdiri dari:
1. Pengangguran Normal (Friksional)
Pengangguran normal atau bisa juga disebut dengan pengangguran friksional merupakan jenis pengangguran yang disebabkan oleh pekerja yang keluar dari pekerjaan lamanya untuk mencari pekerjaan baru yang dipandang lebih baik, mulai dari gaji yang lebih tinggi maupun pekerjaan yang dianggap lebih sesuai kapasitas dan keterampilan yang dimiliki sehingga menyebabkan pekerja tersebut menjadi menganggur.
2. Pengangguran Siklikal
Pengangguran siklikal merupakan jenis pengangguran yang disebabkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian. Ketika suatu ekonomi mengalami keterpurukan maka akan menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun sehingga membuat perusahaan terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada untuk menutupi biaya produksi. Pengurangan tenaga kerja tersebut akan menyebabkan timbulnya pengangguran yang disebut dengan pengangguran siklikal.
3. Pengangguran Struktural
Pengangguran struktural merupakan jenis pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi. Sebagai contoh dari adanya perubahan tersebut yaitu ketika suatu negara yang pada awalnya dikenal sebagai negara agraris berubah menjadi negara industri. Perubahan tersebut akan memaksa tenaga kerja untuk bisa menguasai teknologi baru agar tetap bisa dipekerjakan. Ketika ada tenaga kerja yang tidak mampu beradaptasi maka akan menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan, sehingga akan menimbulkan adanya pengangguran yang disebut dengan pengangguran struktural.
4. Pengangguran Teknologi
Pengangguran teknologi merupakan jenis pengangguran yang disebabkan karena adanya pergantian tenaga kerja yang pada mulanya dikerjakan oleh tenaga manusia berganti menjadi tenaga mesin. Perubahan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan dalam perkembangan teknologi. Di sisi perusahaan, penggunaan teknologi juga dianggap lebih murah serta bisa mempercepat kegiatan produksi daripada menggunakan tenaga kerja manusia. Perubahan tersebut akan menimbulkan adanya pengangguran yang disebut dengan pengangguran teknologi.
	Ketika melihat pengangguran berdasarkan sifatnya, maka dapat dibedakan menjadi 4 jenis yang terdiri dari: 
1. Pengangguran Terbuka
Pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang tercipta karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Ketika permintaan tenaga kerja lebih sedikit daripada penawaran tenaga kerja akan menyebabkan adanya pekerja yang tidak dapat diserap oleh perusahaan karena lebih sedikitnya lowongan pekerjaan daripada jumlah tenaga kerja yang ada. Ketidakseimbangan tersebut dapat menimbulkan adanya pengangguran yang disebut dengan pengangguran terbuka. 
2. Pengangguran Tersembunyi
Pengangguran tersembunyi merupakan pengangguran yang tercipta karena rendahnya produktivitas seorang pekerja. Rendahya produktivitas tersebut disebabkan oleh kondisi dimana terdapat jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada yang seharusnya diperlukan. Kondisi tersebut membuat tidak meratanya pembagian kerja yang didapatkan oleh setiap tenaga kerja. Sebagai contoh yaitu ketika sebuah restoran cepat saji memiliki tenaga kerja lebih banyak daripada yang dibutuhkan, maka akan menyebabkan sebagian tenaga kerja saja yang mendapatkan tugas di kasir atau melayani pelanggan dan selebihnya hanya akan menunggu giliran bekerja atau menganggur karena tidak mendapatkan pembagian kerja. Kejadian tersebut akan menurunkan produktivitas seorang pekerja dan menimbulkan adanya pengangguran yang disebut dengan pengangguran tersembunyi.
3. Pengangguran Musiman
Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang tercipta karena adanya pekerja yang hanya memiliki kesempatan untuk bekerja di musim atau suatu waktu tertentu. Sebagai contoh yaitu ketika seorang nelayan yang menganggur dan tidak bisa melaut karena cuaca buruk yang terjadi di laut sehingga para nelayan harus menunggu sampai cuaca membaik agar bisa kembali bekerja mencari ikan di laut. Contoh lainya yaitu seperti ketika para buruh tani yang hanya akan dipekerjakan ketika musim panen telah tiba, sehingga ketika sedang tidak dalam masa panen membuat mereka menganggur dan memaksa mereka mencari pekerjaan lain. 
4. Setengah Menganggur
Setengah menganggur merupakan pengangguran yang tercipta karena adanya pekerja yang memiliki jam kerja dibawah waktu normal pekerja lain. Sebagai contoh yaitu seperti pekerja buruh bangunan yang menganggur ketika pekerjaan yang mereka kerjakan telah selesai sehingga mereka harus menunggu pekerjaan berikutnya.
[bookmark: _Toc147088603][bookmark: _Hlk139793379]2.2.6 Kemiskinan
	Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam ekonomi yang banyak dijumpai di negara miskin hingga berkembang. Kemiskinan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah suatu wilayah mengalami peningkatan ataupun penurunan dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika suatu wilayah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan banyak tercipta lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga tingkat kemiskinan akan menurun (Susanto & Pangesti, 2021). Secara umum terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya kemiskinan yaitu contohnya seperti meningkatnya angka pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tidak meratanya distribusi pendapatan. 
[bookmark: _Hlk140266962]	Berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa salah satu hal yang dapat mencerminkan seberapa besar pengeluaran minimum (dalam rupiah) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan primer atau pokok dalam sebulan baik makanan maupun non-makanan adalah melalui garis kemiskinan. Garis kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan pengeluaran minimum (dalam rupiah) yang diperlukan untuk memenuhi salah satu kebutuhan primer atau pokok berupa makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori setiap orang per hari, sedangkan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan pengeluaran minimum (dalam rupiah) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan primer atau pokok selain makanan berupa pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.
	Menurut Kuncoro (1997) secara umum ukuran dalam kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut ini:
1. Kemiskinan Absolut
Kemiskinan absolut adalah jenis kemiskinan yang dilihat berdasarkan aspek standar umum kelayakan hidup seseorang dalam kemampuan memenuhi kebutuhan primer atau pokok seperti kebutuhan dalam pangan, pakaian dan tempat tinggal. Seseorang dapat digolongkan ke dalam miskin absolut apabila penghasilan yang didapatkan berada di bawah garis kemiskinan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehingga orang tersebut tidak mampu menjamin keberlangsungan hidupnya. Tujuan dari ditetapkannya konsep ini yaitu untuk menentukan seberapa besar tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk menjamin kelangsungan hidup. 
2. Kemiskinan Relatif
Kemiskinan relatif adalah jenis kemiskinan yang dilihat berdasarkan aspek ketimpangan sosial. Seseorang dapat digolongkan ke dalam miskin relatif meskipun orang tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan primer atau pokok seperti kebutuhan dalam pangan, pakaian dan tempat tinggal. Hal tersebut dapat terjadi karena pendapatan yang mampu diperoleh masih lebih rendah ketika dibandingkan dengan masyarakat lain sekitar lingkungannya. Semakin lebar jarak ketimpangan sosial yang terjadi di antara golongan atas dan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat digolongkan ke dalam kategori miskin, sehingga tingkat keterkaitan antara kemiskinan relatif dengan masalah distribusi pendapatan bisa dibilang tinggi. Selain itu, konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis karena garis kemiskinan akan mengalami perubahan ketika tingkat standar hidup dalam lingkungan masyarakat berubah. 
3. Kemiskinan Kultural
Kemiskinan kultural adalah jenis kemiskinan yang dilihat berdasarkan usaha dan keseriusan seseorang untuk memperbaiki taraf hidup. Seseorang dapat digolongkan ke dalam miskin kultural ketika orang tersebut tidak memiliki semangat maupun usaha untuk memperbaiki taraf kehidupannya menjadi lebih baik meskipun telah mendapatkan dorongan berupa bantuan usaha dari pihak lain. Maka dari itu, secara sederhana dapat diartikan kemiskinan kultural terjadi karena sifat seseorang yang malas dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki hidup.
[bookmark: _Toc147088604]2.3 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori di atas maka terdapat beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. H1 : Diduga derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
2. H2 : Diduga rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
3. H3 : Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 
4. H4 : Diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
5. H5 : Diduga kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah








[bookmark: _Toc147088605]2.4 Kerangka Penelitian
	Untuk mempermudah dan memperjelas hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
---
---
+
-

+
Tingkat Kemiskinan
Tingkat Pengangguran terbuka
Indeks Pembangunan Manusia

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Derajat Desentralisasi Fiskal



Pertumbuhan Ekonomi







[bookmark: _Toc147088824]Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran




[bookmark: _Toc147088606]BAB III
METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc147088607]3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data
 	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk variabel independen terhadap 5 variabel yang digunakan yaitu derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan di 35 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 – 2022.
[bookmark: _Toc147088608]3.2 Definisi Variabel Operasional
[bookmark: _Toc147088609]3.2.1 Variabel Dependen
	Variabel dependen atau biasa disebut sebagai variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel lain dalam suatu analisis atau penelitian. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan keadaan perekonomian yang terjadi pada suatu negara dari adanya sebuah proses secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu periode tertentu yang digambarkan oleh peningkatan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan). Pengertian dari PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) adalah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga tetap yang ditentukan menggunakan suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar dengan satuan persen.

[bookmark: _Toc147088610]3.2.2 Variabel Independen
	Variabel independen atau biasa disebut sebagai variabel bebas adalah variabel yang digunakan untuk mempengaruhi atau menjelaskan variasi dalam variabel dependen di suatu analisis atau penelitian. Terdapat 5 variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Derajat Desentralisasi Fiskal
Derajat desentralisasi fiskal adalah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai seberapa besar tingkat kemampuan daerah dalam kemandirian fiskal. Dalam penelitian ini untuk menentukan tingkat kemandirian fiskal akan digunakan rumus dengan satuan persen sebagai berikut ini (Mahmudi, 2010):
Derajat desentralisasi fiskal =   
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk melihat seberapa besar daerah bergantung terhadap salah satu sumber pendapatan daerah yaitu pendapatan transfer yang berasal dari pusat maupun provinsi. Dalam penelitian ini untuk menentukan tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer, maka akan digunakan rumus dengan satuan persen sebagai berikut ini (Mahmudi, 2010):
Rasio ketergantungan keuangan daerah =   
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indeks komposit (hasil kombinasi berupa indikator gabungan yang disusun dari indikator-indikator tunggal) yang menggambarkan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup dengan satuan persen.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka
Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tercipta karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Ketika permintaan tenaga kerja lebih sedikit daripada penawaran tenaga kerja akan menyebabkan adanya pekerja yang tidak dapat diserap oleh perusahaan karena lebih sedikitnya lowongan pekerjaan daripada jumlah tenaga kerja yang ada. Ketidakseimbangan tersebut dapat menimbulkan adanya pengangguran yang disebut dengan pengangguran terbuka. Satuan yang digunakan dalam variabel tingkat pengangguran terbuka adalah satuan persen.
5. Kemiskinan
Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan (Badan Pusat Statistik). Satuan yang digunakan dalam variabel kemiskinan adalah satuan persen.
[bookmark: _Toc147088611]3.3 Metode Analisis
[bookmark: _Hlk140740979]	Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu regresi data panel yang diolah dengan menggunakan bantuan program software eviews 9. Data panel merupakan data yang terdiri dari dua data gabungan yaitu data Cross section (data silang) dan Time Series (runtun waktu). Data Cross section (data silang) dalam penelitian ini terdiri dari 35 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan data Time Series (runtun waktu) yang digunakan yaitu menggunakan periode waktu tahun 2017 – 2022. Regresi data panel sendiri bertujuan untuk menentukan apakah variabel dependen dan independen saling memiliki hubungan keterkaitan atau tidak.  
	Data panel memiliki beberapa kelebihan ketika dibandingkan dengan jenis data lainnya. Menurut Widarjono (2018) terdapat beberapa keunggulan yang bisa didapat dalam penggunaan data panel yaitu yang pertama data panel mampu menyediakan data yang lebih banyak karena merupakan gabungan dari dua data yaitu time series dan cross section, sehingga akan menghasilkan degree of freedom (df) yang lebih besar. Keunggulan lainnya yaitu dengan digabungkannya data time series dan cross section akan mampu mengatasi masalah yang muncul ketika ada masalah penghilangan variabel. Persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Keterangan:
Y = PDRB atas dasar harga konstan (Persen)
 = Koefisien intersep
DDF = Derajat desentralisasi fiskal (Persen)
RKKD = Rasio ketergantungan keuangan daerah (Persen)
IPM = Indeks pembangunan manusia (Persen)
TPT = Tingkat pengangguran terbuka (Persen)
KMSKN = Kemiskinan (Persen)
i = 35 kabupaten dan kota di jawa tengah (Cross section)
t = Periode waktu dari tahun 2017-2022 (time series)
e = Variabel pengganggu (error term) 
[bookmark: _Toc147088612]3.3.1 Model Regresi Data Panel
	Terdapat 3 jenis metode pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Ketiga pendekatan tersebut akan dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:
[bookmark: _Toc147088613][bookmark: _Hlk140920181]3.3.1.1 Common Effect Model
[bookmark: _Hlk140933188]	Common Effect Model merupakan salah satu metode pendekatan regresi data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan antara data time series dan cross section. Dalam pendekatan Common Effect Model tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data antara kabupaten sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2018). Dikarenakan dalam Common Effect Model tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu atau menganggap bahwa setiap observasi dalam cross section memiliki intersep yang sama, maka dalam estimasi model data panel dapat memakai metode yang biasa disebut dengan metode OLS (Ordinary Least Squares). 
[bookmark: _Toc147088614][bookmark: _Hlk140949603]3.3.1.2 Fixed Effect Model
	Menurut Sriyana (2014), Fixed Effect Model merupakan suatu regresi yang menunjukkan perbedaan intersep antar objek. Model ini mengasumsikan setiap observasi dalam cross section memiliki intersep yang berbeda-beda. Dikarenakan dalam Fixed Effect Model berasumsi bahwa terdapat adanya perbedaan intersep antar objek, maka untuk menjelaskan adanya perbedaan tersebut dapat digunakan metode yang disebut dengan Least Squares Dummy Variable (LSDV). 
[bookmark: _Toc147088615][bookmark: _Hlk140920205]3.3.1.3 Random Effect Model
[bookmark: _Hlk141471539]	Menurut Sriyana (2014), Random Effect Model merupakan suatu regresi yang memiliki asumsi bahwa terdapat perbedaan intersep dan konstanta yang disebabkan oleh residual/error sebagai akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara random. Keuntungan yang bisa diperoleh ketika menggunakan Random Effect Model yaitu menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS). 
[bookmark: _Toc147088616][bookmark: _Hlk142292303]3.3.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel
	Untuk menentukan pemilihan model yang terbaik, maka akan dilakukan 3 jenis uji pemilihan model. Pertama yaitu ada Uji Chow yang akan membandingkan dua jenis model yaitu Common Effect Model dengan Fixed Effect Model. Kedua yaitu ada Uji Hausman yang akan membandingkan dua jenis model yaitu Fixed Effect Model dengan Random Effect Model. Uji ketiga atau terakhir yaitu adalah Uji Lagrange Multiplier yang akan membandingkan dua jenis model yaitu Common Effect Model dengan Random Effect Model. Guna untuk pemahaman yang lebih mendalam akan dijelaskan dalam penjelasan berikut ini:
[bookmark: _Toc147088617]3.3.2.1 Uji Chow
	Uji Chow dilakukan untuk membandingkan dua jenis model yaitu Common Effect Model dengan Fixed Effect Model. Kedua jenis model tersebut dibandingkan untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan dalam estimasi. Hipotesis dalam Uji Chou akan dijelaskan sebagai berikut:
H0 = Menggunakan estimasi Common Effect Model
Ha = Menggunakan estimasi Fixed Effect Model
	Dengan menggunakan alpha ()=5% atau 0,05, ketika nilai probabilitas F statistik lebih besar dari alpha (nilai probabilitas F > 0,05) maka gagal menolak H0, sehingga model yang digunakan dalam estimasi adalah Common Effect Model. Akan tetapi, ketika nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari alpha (nilai probabilitas F < 0,05) maka menolak H0, sehingga model yang digunakan dalam estimasi adalah Fixed Effect Model.
[bookmark: _Toc147088618]3.3.2.2 Uji Hausman
[bookmark: _Hlk141164646]	Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan dua jenis model yaitu Fixed Effect Model dengan Random Effect Model. Kedua jenis model tersebut dibandingkan untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan dalam estimasi. Hipotesis dalam Uji Hausman akan dijelaskan sebagai berikut:
H0 = Menggunakan estimasi Random Effect Model
Ha = Menggunakan estimasi Fixed Effect Model
	Dengan menggunakan alpha (α)=5% atau 0,05, ketika nilai probabilitas statistik lebih besar dari alpha (nilai probabilitas > 0,05) maka gagal menolak H0, sehingga model yang digunakan dalam estimasi adalah Random Effect Model. Akan tetapi, ketika nilai probabilitas statistik lebih kecil dari alpha (nilai probabilitas < 0,05) maka menolak H0, sehingga model yang digunakan dalam estimasi adalah Fixed Effect Model.
[bookmark: _Toc147088619]3.3.2.3 Uji Lagrange Multiplier
	Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk membandingkan dua jenis model yaitu Common Effect Model dengan Random Effect Model. Kedua jenis model tersebut dibandingkan untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan dalam estimasi. Hipotesis dalam Uji Lagrange Multiplier akan dijelaskan sebagai berikut:
H0 = Menggunakan estimasi Common Effect Model
Ha = Menggunakan estimasi Random Effect Model
	Dengan menggunakan alpha (α)=5% atau 0,05, ketika nilai probabilitas pada Breusch-Pagan lebih besar dari alpha (nilai probabilitas > 0,05) maka gagal menolak H0, sehingga model yang digunakan dalam estimasi adalah Common Effect Model. Akan tetapi, ketika nilai probabilitas lebih kecil dari alpha (probabilitas < 0,05) maka menolak H0, sehingga model yang digunakan dalam estimasi adalah Random Effect Model.
[bookmark: _Toc147088620]3.3.3 Pengujian Hipotesis
	Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat kebenaran hipotesis. Terdapat 3 pengujian yang dilakukan dalam tahap pengujian hipotesis yaitu Uji Koefisien Determinasi (R2), Uji F (simultan/uji koefisien regresi secara bersamaan) dan Uji T (parsial/uji koefisien regresi secara individual).
[bookmark: _Toc147088621]3.3.3.1 Koefisien Determinasi (R2)
	Koefisien Determinasi merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk melihat seberapa besar persentase variabel independen yang digunakan mampu untuk menjelaskan keseluruhan variabel independen yang terkait dengan variabel dependen. R2 memiliki nilai yang berinterval 0 sampai 1. Ketika nilai R2 mendekati 1 maka bisa dikatakan bahwa semakin besar pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen di suatu model regresi. Namun, ketika nilai R2 mendekati 0 maka bisa dikatakan bahwa semakin kecil pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen di suatu model regresi.
[bookmark: _Toc147088622]3.3.3.2 Uji F
	Uji F merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersamaan. Hipotesis yang digunakan dalam Uji F yaitu sebagai berikut:
H0 = Variabel independen secara simultan atau bersamaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
Ha = Variabel independen secara simultan atau bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
	Berdasarkan hipotesis diatas, ketika nilai probabilitas F statistik lebih besar dari alpha () = 0,05 (Prob F > 0,05) maka gagal menolak H0, sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan atau bersamaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Akan tetapi, ketika nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari alpha () = 0,05 (Prob F < 0,05) maka menolak H0, sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan atau bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
[bookmark: _Toc147088623]3.3.3.3 Uji T
	Uji T merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hipotesis yang digunakan dalam Uji T yaitu sebagai berikut:
H0 = Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
Ha = Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
[bookmark: _Hlk142568401]	Penilaian dalam Uji T dapat dilakukan dengan cara melihat t-hitung dengan t-tabel. Berdasarkan hipotesis diatas, ketika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (t-hitung > t-tabel) maka gagal menolak H0, sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Akan tetapi, ketika nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (t-hitung < t-tabel) maka menolak H0, sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Di sisi lain, Uji T juga bisa dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan alpha (). ketika nilai probabilitas lebih besar dari alpha () = 0,05 (Prob > 0,05) maka gagal menolak H0, sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Akan tetapi, ketika nilai probabilitas lebih kecil dari alpha () = 0,05 (Prob < 0,05) maka menolak H0, sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



[bookmark: _Toc147088624]BAB IV
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Toc147088625]4.1 Deskripsi Data Penelitian
	Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui laman website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Data panel yang dipakai dalam penelitian ini merupakan gabungan antara dua jenis data yaitu cross section dan time series, sehingga data terdiri atas sejumlah objek dengan rentang waktu tertentu. Data cross section yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 35 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan data time series yang digunakan meliputi periode waktu dari tahun 2017 hingga 2022. Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Proses analisis data panel dalam penelitian ini diolah menggunakan bantuan program software eviews 9.
	Berikut ini merupakan hasil dari Uji Deskriptif variabel yang akan menjelaskan mengenai nilai mean (rata-rata), median (nilai tengah), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum dari setiap variabel penelitian yang digunakan untuk Provinsi Jawa Tengah.




[bookmark: _Toc147088725]Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel
	Statistik
Deskriptif
	PE
	DDF
	RKKD
	IPM
	TPT
	KMSKN

	Mean
	 3.888762
	 18.93382
	 61.52610
	 72.37229
	 5.166048
	 11.14862

	Median
	 5.335000
	 17.04500
	 61.89000
	 71.30500
	 4.795000
	 10.77500

	Maximum
	 6.980000
	 57.29000
	 88.60000
	 84.35000
	 9.970000
	 20.32000

	Minimum
	-10.28000
	 9.580000
	 36.95000
	 64.86000
	 1.760000
	 3.980000

	Std. Dev.
	 2.890511
	 7.064363
	 5.340337
	 4.451196
	 1.926415
	 3.600586


Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9
Keterangan:
PE = Pertumbuhan Ekonomi
DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
RKKD = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
IPM = Indeks Pembangunan Manusia
TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka
KMSKN = Kemiskinan
Pada tabel 4.1 menunjukan hasil dari perhitungan statistik deskriptif berdasarkan setiap variabel. Pertama yaitu hasil perhitungan statistik deskriptif pada variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen menunjukan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi berada di angka 3,88% dengan standar deviasi sebesar 2,89%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Rembang pada tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6,98%, sedangkan untuk tingkat pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan sebesar -10,28%. 
Kedua yaitu hasil perhitungan statistik deskriptif pada variabel derajat desentralisasi fiskal sebagai variabel independen menunjukan bahwa rata-rata tingkat derajat desentralisasi fiskal berada di angka 18,93% dengan standar deviasi sebesar 7,06%. Tingkat derajat desentralisasi fiskal tertinggi terjadi di Kota Semarang pada tahun 2022 sebesar 57,29%, %, sedangkan untuk tingkat derajat desentralisasi fiskal terendah terjadi di Kabupaten Blora pada tahun 2018 sebesar 9,58%. 
Ketiga yaitu hasil perhitungan statistik deskriptif dari variabel rasio ketergantungan keuangan daerah sebagai variabel independen menunjukan bahwa rata-rata tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah berada di angka 61,52% dengan standar deviasi sebesar 5,34%. Tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 sebesar 88,60%, sedangkan untuk tingkat derajat desentralisasi fiskal terendah terjadi di Kota Semarang pada tahun 2021 sebesar 36,95%. 
Keempat yaitu hasil perhitungan statistik deskriptif dari variabel indeks pembangunan manusia sebagai variabel independen menunjukan bahwa rata-rata tingkat indeks pembangunan manusia berada di angka 72,37 dengan standar deviasi sebesar 4,45. Tingkat indeks pembangunan manusia tertinggi terjadi di Kota Salatiga pada tahun 2022 sebesar 84,35, sedangkan untuk tingkat indeks pembangunan manusia terendah terjadi di Kabupaten Brebes pada tahun 2017 sebesar 64,86.
Kelima yaitu hasil perhitungan statistik deskriptif dari variabel tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel independen menunjukan bahwa rata-rata tingkat pengangguran terbuka berada di angka 5,16% dengan standar deviasi sebesar 1,92%. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi di Kabupaten Tegal dan Cilacap di tahun yang sama yaitu pada tahun 2021 sebesar 9,97%, sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka terendah terjadi di Kabupaten Rembang pada tahun 2022 sebesar 1,76%.
Terakhir yaitu hasil perhitungan statistik deskriptif dari variabel kemiskinan sebagai variabel independen menunjukan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan berada di angka 11,14% dengan standar deviasi sebesar 3,60%. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 sebesar 20,32%, sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka terendah terjadi di Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar 3,98%.
[bookmark: _Toc147088626]4.2 Estimasi Model Regresi Data Panel
Dalam mengestimasi model regresi data panel maka terdapat 3 jenis metode pendekatan yang digunakan yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Hasil dari regresi pengujian data panel dengan model pendekatan Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model akan ditampilkan dalam tabel 4.2 dibawah ini:
[bookmark: _Toc147088726]Tabel 4.2 Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel
	Variabel
	Common Effect Model
	Fixed Effect Model
	Random Effect Model

	
	Coefficient
	Prob.
	Coefficient
	Prob.
	Coefficient
	Prob.

	C
	8.249852
	0.1679
	-0.550666
	0.9837
	8.249852
	0.1218

	DDF
	0.223649
	0.0000
	0.298919
	0.0053
	0.223649
	0.0000

	RKKD
	0.111774
	0.0099
	0.211627
	0.0005
	0.111774
	0.0038

	IPM
	-0.178414
	0.0243
	-0.062253
	0.8625
	-0.178414
	0.0116

	TPT
	-0.641830
	0.0000
	-1.529964
	0.0000
	-0.641830
	0.0000

	KMSKN
	0.067752
	0.3378
	-0.164288
	0.5952
	0.067752
	0.2820

	F-statistic
	9.050297
	3.697129
	9.050297

	Prob (F-statistic)
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	R-squared
	0.181550
	0.458923
	0.181550

	Observations
	210
	210
	210


Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9
	Berdasarkan hasil regresi dari ketiga model pada tabel 4.2 menunjukan bahwa dalam Common Effect Model memiliki nilai R-squared sebesar 0.181550 yang memiliki arti bahwa variabel independen atau terikat mampu menjelaskan 18,15% terhadap variabel dependen atau bebas. Kemudian sisanya akan dijelaskan oleh variabel diluar model. Selanjutnya, dalam Fixed Effect Model memiliki nilai R-squared sebesar 0.458923 yang memiliki arti bahwa variabel independen atau terikat mampu menjelaskan 45,89% terhadap variabel dependen atau bebas. Kemudian sisanya akan dijelaskan oleh variabel diluar model. Terakhir, dalam Random Effect Model memiliki nilai R-squared sebesar 0.181550 yang memiliki arti bahwa variabel independen atau terikat mampu menjelaskan 18,15% terhadap variabel dependen atau bebas. Kemudian sisanya akan dijelaskan oleh variabel diluar model.
[bookmark: _Toc147088627]4.3 Pengujian Model Data Panel
	Setelah dilakukannya regresi dari ketiga model tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menentukan model mana yang terbaik diantara Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Dalam pemilihan model akan dilakukan 3 jenis uji pemilihan model yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier. Hasil dari ketiga uji tersebut akan dijelaskan dalam penjelasan berikut ini:
[bookmark: _Toc147088628]4.3.1 Uji Chow
Uji Chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk membandingkan model mana yang terbaik di antara kedua jenis model yaitu Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Hasil dari Uji Chou akan ditampilkan dalam tabel 4.3 dibawah ini:
[bookmark: _Toc147088727]Tabel 4.3 Hasil Uji Chou
	Effects Test
	Statistic
	d.f.
	Prob.

	Cross-section F
	2.563157
	(34,170)
	0.0000

	Cross-section Chi-square
	86.908660
	34
	0.0000


Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9
	Hasil dari Uji Chou menunjukan bahwa nilai probabilitas pada Cross-section F memiliki nilai sebesar 0.0000. Dengan menggunakan alpha (α)=5% atau 0,05, maka berdasarkan pada tabel 4.3 menunjukan nilai probabilitas statistik lebih kecil dari alpha (0.0000 < 0,05), sehingga menolak H0, Maka dari itu. dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam estimasi adalah Fixed Effect Model.
[bookmark: _Toc147088629]4.3.2 Uji Lagrange Multiplier
Uji Lagrange Multiplier merupakan pengujian yang dilakukan untuk membandingkan model mana yang terbaik di antara kedua jenis model yaitu Common Effect Model dan Random Effect Model. Hasil dari Uji Lagrange Multiplier akan ditampilkan dalam tabel 4.4 dibawah ini:
[bookmark: _Toc147088728]Tabel 4.4 Hasil Uji Lagrange Multiplier
	
	Test Hypothesis

	
	Cross-section
	Time
	Both

	[bookmark: _Hlk142483827]Breusch-Pagan
	0.420825
(0.5165)
	1705.420
(0.0000)
	1705.841
(0.0000)

	Honda
	0.648710
(0.2583)
	41.29673
(0.0000)
	29.65990
(0.0000)

	King-Wu
	0.648710
(0.2583)
	41.29673
(0.0000)
	38.79101
(0.0000)

	Standardized Honda
	1.236260
(0.1082)
	49.37605
(0.0000)
	29.28542
(0.0000)

	Standardized King-Wu
	1.236260
(0.1082)
	49.37605
(0.0000)
	42.56194
(0.0000)

	Gourierioux, et al.*
	--
	--
	1705.841
(< 0.01)


Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9
[bookmark: _Hlk142484415]Hasil dari Uji Lagrange Multiplier menunjukan bahwa nilai probabilitas pada Breusch-Pagan memiliki nilai sebesar 0.5165. Dengan menggunakan alpha (α)=5% atau 0,05, maka berdasarkan pada tabel 4.4 menunjukan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari alpha (0.5165> 0,05), sehingga gagal menolak H0. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam estimasi adalah Common Effect Model.
[bookmark: _Toc147088630]4.3.3 Uji Hausman
Uji Hausman merupakan pengujian yang dilakukan untuk membandingkan model mana yang terbaik di antara kedua jenis model yaitu Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Hasil dari Uji Hausman akan ditampilkan dalam tabel 4.5 dibawah ini:
[bookmark: _Toc147088729]Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman
	Test Summary
	Chi-Sq. Statistic
	Chi-Sq. d.f.
	Prob.

	Cross-section random
	66.086267
	5
	0.0000


Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9
Hasil dari Uji Hausman pada tabel 4.5 menunjukan bahwa nilai probabilitas pada Cross-section random memiliki nilai sebesar 0.0000. Dengan menggunakan alpha (α)=5% atau 0,05, maka menunjukan bahwa nilai probabilitas statistik lebih kecil dari alpha (0.0000 < 0,05), sehingga menolak H0. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam estimasi adalah Fixed Effect Model.
[bookmark: _Toc147088631]4.4 Hasil Pengujian Model Data Panel
	Berdasarkan hasil uji pemilihan model diatas maka dapat disimpulkan bahwa model yang terbaik serta paling tepat digunakan dalam estimasi untuk penelitian ini adalah Fixed Effect Model. 
[bookmark: _Toc147088730]Tabel 4.6 Hasil Estimasi Fixed Effect Model
	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.

	C
	-0.550666
	26.93288
	-0.020446
	0.9837

	DDF
	0.298919
	0.105735
	2.827070
	0.0053

	RKKD
	0.211627
	0.059896
	3.533273
	0.0005

	IPM
	-0.062253
	0.358941
	-0.173436
	0.8625

	TPT
	-1.529964
	0.176996
	-8.644060
	0.0000

	KMSKN
	-0.164288
	0.308612
	-0.532346
	0.5952

	Effects Specification

	Cross-section fixed (dummy variables)		

	R-squared
	0.458923
	    Mean dependent var
	3.888762

	Adjusted R-squared
	0.334793
	    S.D. dependent var
	2.890511

	S.E. of regression
	2.357507
	    Akaike info criterion
	4.722730

	Sum squared resid
	944.8326
	    Schwarz criterion
	5.360274

	Log likelihood
	-455.8866
	    Hannan-Quinn criter.
	4.980465

	F-statistic
	3.697129
	    Durbin-Watson stat
	2.391271

	Prob(F-statistic)
	0.000000
	
	


Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9
	Berdasarkan hasil Estimasi Fixed Effect Model pada tabel 4.6, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut ini:

Keterangan:
Y = PDRB atas dasar harga konstan (Persen)
 = Koefisien intersep
DDF = Derajat desentralisasi fiskal (Persen)
RKKD = Rasio ketergantungan keuangan daerah (Persen)
IPM = Indeks pembangunan manusia (Persen)
TPT = Tingkat pengangguran terbuka (Persen)
KMSKN =Kemiskinan (Persen)
i = 35 kabupaten dan kota di jawa tengah (Cross section)
t = Periode waktu dari tahun 2017-2022 (time series)
e = Variabel pengganggu (error term) 
[bookmark: _Toc147088632]4.5 Hasil Analisis Data Regresi
[bookmark: _Toc147088633]4.5.1 Koefisien Determinasi (R2)
	Hasil dari regresi menunjukan bahwa R-squared memiliki nilai sebesar 0.458923. Nilai tersebut memiliki arti bahwa variabel independen yang terdiri dari derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan mampu menjelaskan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 45,89%, sedangkan sisanya sebesar 51,11% akan dijelaskan oleh variabel diluar model.
[bookmark: _Toc147088634]4.5.2 Uji F 
Hasil dari regresi menunjukan bahwa probabilitas F-statistic memiliki nilai sebesar 0.000000. Dengan menggunakan alpha (α)=5% atau 0,05, maka berdasarkan nilai probabilitas tersebut menunjukan bahwa nilai probabilitas F-statistic lebih kecil dari alpha (0.000000 < 0,05), sehingga menolak H0. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan secara simultan atau bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.
[bookmark: _Toc147088635]4.5.3 Uji T
	Uji T merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 
1. Variabel derajat desentralisasi fiskal
Hasil dari regresi menunjukan bahwa untuk variabel derajat desentralisasi fiskal memperoleh nilai koefisien sebesar 0.298919 serta probabilitas sebesar 0.0053. Dengan menggunakan alpha (α)=5% atau 0,05, maka berdasarkan nilai probabilitas tersebut menunjukan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari alpha (α) (0.0053 < 0,05), sehingga menolak H0. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika derajat desentralisasi fiskal naik 1% maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0, 298919%.
2. Variabel rasio ketergantungan keuangan daerah
Hasil dari regresi menunjukan bahwa untuk variabel rasio ketergantungan keuangan daerah memperoleh nilai koefisien sebesar 0.211627 serta probabilitas sebesar 0.0005. Dengan menggunakan alpha (α)=5% atau 0,05, maka berdasarkan nilai probabilitas tersebut menunjukan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari alpha (α) (0.0005 < 0,05), sehingga menolak H0. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa variabel rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika rasio ketergantungan keuangan daerah naik 1% maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0, 211627%.
3. Variabel indeks pembangunan manusia
[bookmark: _Hlk145929769]Hasil dari regresi menunjukan bahwa untuk variabel indeks pembangunan manusia memperoleh nilai koefisien sebesar -0.062253 serta probabilitas sebesar 0.8625. Dengan menggunakan alpha (α)=5% atau 0,05, maka berdasarkan nilai probabilitas tersebut menunjukan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari alpha (α) (0.8625 > 0,05), sehingga gagal menolak H0. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Variabel tingkat pengangguran terbuka
Hasil dari regresi menunjukan bahwa untuk variabel tingkat pengangguran terbuka memperoleh nilai koefisien sebesar -1.529964 serta probabilitas sebesar 0.0000. Dengan menggunakan alpha (α)=5% atau 0,05, maka berdasarkan nilai probabilitas tersebut menunjukan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari alpha (α) (0.0000 < 0,05), sehingga menolak H0. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika tingkat pengangguran terbuka naik 1% maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar -1,529964 %.
5. Variabel kemiskinan
[bookmark: _Hlk142574666]Hasil dari regresi menunjukan bahwa untuk variabel kemiskinan memperoleh nilai koefisien sebesar -0.164288 serta probabilitas sebesar 0.5952. Dengan menggunakan alpha (α)=5% atau 0,05, maka berdasarkan nilai probabilitas tersebut menunjukan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari alpha (α) (0.5952 > 0,05), sehingga gagal menolak H0. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa variabel kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
[bookmark: _Toc147088636]4.6 Interpretasi Hasil dan Pembahasan
[bookmark: _Toc147088637]4.6.1 Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
[bookmark: _Hlk145921211][bookmark: _Hlk145701973]Berdasarkan hasil dari pengujian regresi yang telah dilakukan menunjukan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil ini telah sesuai dengan hipotesis penelitian. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah maka dapat membuat pemerintah daerah menjadi lebih efisien dalam pengambilan keputusan kebijakan fiskal. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi akan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan fiskal yang lebih efisien dan relevan sesuai dengan kebutuhan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih cepat dan tepat serta mampu merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi di daerahnya sendiri, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta dapat lebih mendukung proyek-proyek pembangunan daerah yang bisa berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.
Selain itu, ketika daerah memiliki tingkat kemandirian yang tinggi maka daerah juga dapat memberikan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi. Dengan kontrol yang lebih besar dalam mengelola sumber daya modal atau anggaran mereka sendiri, maka pemerintah daerah bisa lebih leluasa dalam merencanakan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan tanpa harus terlalu bergantung terhadap bantuan atau alokasi pemerintah pusat. Berdasarkan hasil pengujian serta penjelasan tersebut, maka hal ini telah selaras dengan hasil penelitian (Alisman & Sufriadi, 2020) yang menunjukan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Barat Selatan Aceh pada tahun 2011-2019 dan diperkuat oleh penelitian (Suci & Asmara, 2018) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah atau derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di di Provinsi Banten pada tahun 2001-2011.
[bookmark: _Toc147088638]4.6.2 Analisis Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan hasil dari pengujian regresi yang telah dilakukan menunjukan bahwa variabel rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan keuangan daerah tidak selalu secara negatif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya transfer pusat mampu membuat pemerintah daerah menjadi lebih terbantu dalam pembiayaan proyek-proyek penting seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia melalui sektor pendidikan serta layanan dasar lainnya yang bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, adanya transfer pusat juga dapat membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Adanya transfer pusat bisa dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang stabil, sehingga mampu mengurangi ketidakstabilan atau fluktuasi dalam anggaran pemerintah daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi seperti perubahan dalam tingkat inflasi hingga naik turunya siklus dalam perekonomian. Ketika stabilitas keuangan daerah dapat terjaga maka diharapkan dapat mendukung terjadinya pertumbuhan dalam jangka panjang. Hasil dari pengujian serta penjelasan tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian (Sutriani, 2015) yang menunjukan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2011-2015. Dalam konsep desentralisasi juga menjelaskan bahwa transfer pusat ke daerah merupakan salah satu aspek yang penting dari konsep desentralisasi fiskal itu sendiri. Salah satu faktor bisa membuat desentralisasi fiskal dapat dianggap efektif adalah ketika alokasi dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada daerah mampu disalurkan secara adil berdasarkan kriteria yang transparan. Hal ini memastikan bahwa dana yang dialokasikan telah sesuai dengan kebutuhan serta potensi ekonomi yang ada di masing-masing daerah.
[bookmark: _Toc147088639]4.6.3 Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi
[bookmark: _Hlk146136476]Berdasarkan hasil dari pengujian regresi yang telah dilakukan menunjukan bahwa variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian serta teori yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini serupa dengan hasil penelitian (Yusuf et al., 2022) yang menunjukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015-2020. Menurut penelitian (Yusuf et al., 2022) menyebutkan terdapat beberapa alasan yang menyebabkan IPM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti masih tingginya tingkat ketimpangan ekonomi dan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk jika diukur dari tingkat upah minimum provinsi maupun tingkat upah minimum regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Terdapat beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dimana diantaranya karena masing rendahnya tingkat produktivitas masyarakat sehingga kurang berkontribusi terhadap PDRB. Hal tersebut dapat dibuktikan dari data BPS yang menyebutkan bahwa PDRB per kapita Jawa Tengah pada tahun 2022 hanya berada di angka Rp42,1 juta dan menduduki posisi ke 7 provinsi dengan PDRB per kapita terendah di indonesia di tahun yang sama. Selain itu, menurut menteri perencanaan pembangunan nasional yaitu Suharso Monoarfa pada tahun 2023 mengatakan bahwa masih terdapat 20 provinsi di indonesia yang masih di kategori berpendapatan rendah (lower-middle income), dimana diantaranya yaitu Provinsi Jawa Tengah yang memiliki PDRB per kapita sebesar US$2.840. Meskipun pada tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah tergolong memiliki IPM yang tinggi di angka 72,79, akan tetapi jika tidak diimbangi dengan tingkat produktivitas yang tinggi maka dapat membuat pertumbuhan ekonomi tidak berjalan secara maksimal. 
[bookmark: _Toc147088640]4.6.4 Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi
	Berdasarkan hasil dari pengujian regresi yang telah dilakukan menunjukan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil ini telah sesuai dengan hipotesis penelitian. Hal ini menunjukan bahwa ketika pengangguran mengalami penurunan maka tingkat output barang dan jasa yang bisa dihasilkan oleh suatu wilayah akan semakin besar, sehingga mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Berbeda halnya ketika pengangguran mengalami kenaikan. Peningkatan pengangguran akan menyebabkan jumlah output barang dan jasa yang mampu dihasilkan akan menurun, sehingga menyebabkan harga menjadi naik karena langkanya ketersediaan barang dan jasa di pasar karena menurunnya penawaran barang dan jasa. Dengan asumsi ceteris paribus ketika harga mengalami kenaikan maka akan terjadi penurunan daya beli masyarakat, sehingga hal tersebut akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti dapat memperlambat terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hasil dari pengujian serta penjelasan tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian (Yuanda & Haryatiningsih, 2022) yang menunjukan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung pada tahun 2005-2020.
[bookmark: _Toc147088641]4.6.5 Analisis Pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan hasil dari pengujian regresi yang telah dilakukan menunjukan bahwa variabel kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu hal yang bisa membuat hal tersebut bisa terjadi yaitu karena tidak meratanya distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi hanya menghitung seberapa besar peningkatan output yang dihasilkan tanpa memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tidak meratanya pendapatan memungkinkan sebagian besar pendapatan hanya berpusat dalam kalangan masyarakat tertentu, sehingga ketika masih ada kalangan masyarakat yang memiliki pendapatan yang tergolong masih rendah maka akan sulit untuk keluar dari lingkup kemiskinan. Berdasarkan data BPS pada maret 2017 tingkat gini ratio di Provinsi Jawa Tengah tercatat berada di angka 0,365 dan pada maret 2022 tercatat berada di angka 0,374 sehingga terjadi kenaikan sebesar 0,009. Selain itu, tingkat gini ratio di Provinsi Jawa Tengah pada maret 2022 juga masih berada dibawah angka nasional yang tercatat sebesar 0,384. Berdasarkan penjelasan dan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kemiskinan tidak selalu bisa mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Hasil dalam penelitian ini juga serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ummah et al., 2023) yang menunjukan bahwa bahwa kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya pada tahun 2015-2019. Berdasarkan penelitian (Ummah et al., 2023) menyebutkan terdapat beberapa alasan yang menyebabkan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya seperti masih adanya disparitas pembangunan yang terjadi pada lapisan masyarakat paling bawah. Menurut (Ummah et al., 2023), perekonomian yang tinggi tidak dapat menjamin akan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin jika masih terdapat disparitas pembangunan yang terjadi pada lapisan masyarakat paling bawah. 
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SIMPULAN DAN IMPLIKASI
[bookmark: _Toc147088643]5.1 Simpulan
	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah serta tambahan variabel pendukung lainnya berupa indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2022. Berdasarkan hasil dari pengujian regresi yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:
1. Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2022.
2. Rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2022.
3. Indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2022.
4. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2022.
5. Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2022.

[bookmark: _Toc147088644]5.2 Implikasi
Berdasarkan dari hasil penelitian ini akan terdapat beberapa implikasi yang bisa diperoleh yaitu sebagai berikut ini:
1. Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka diperlukan peningkatan dalam kemandirian fiskal daerah atau derajat desentralisasi fiskal. Dengan kata lain sumber pendapatan asli daerah harus ditingkatkan agar dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pendapatan asli daerah. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melaksanakan kebijakan yang mampu mengembangkan sumber daya daerah yang berpotensi meningkatkan PAD. Menurut data BPS menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan penghasil produk pertanian berupa padi, jagung dan tembakau terbesar di indonesia. Ketika pemerintah mampu melaksanakan kebijakan yang mampu mendukung pengembangan pertanian modern dan pengolahan produk pertanian, maka diharapkan dapat meningkatkan PAD dari pajak pertanian dan retribusi pasar. Selain itu, Provinsi Jawa Tengan juga memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dengan situs budaya terkenal seperti Candi Borobudur di Kabupaten Magelang dan keindahan alam seperti Taman Nasional Karimunjawa di Kabupaten Jepara. Ketika pemerintah dapat menjalankan kebijakan yang mendukung Pengembangan pariwisata, promosi wisata, dan pembangunan infrastruktur wisata, maka diharapkan juga dapat meningkatkan PAD melalui pajak hotel, restoran, dan retribusi wisata.
2. Berdasarkan penelitian ini menyatakan bahwa ketergantungan keuangan daerah tidak selalu secara negatif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adanya alokasi dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada daerah ternyata mampu membantu pemerintah daerah dalam membangun pembangunan daerah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk menciptakan pembangunan daerah yang maksimal maka dalam penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan relevan sesuai dengan kebutuhan daerah. hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut yaitu bisa dilakukan dengan cara melakukan perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, sehingga kebijakan atau program yang akan diberlakukan sudah memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Selain itu, meskipun ketergantungan keuangan daerah memiliki dampak positif akan tetapi perlu adanya kebijakan yang mampu mengurangi ketergantungan keuangan daerah agar daerah dapat mandiri. Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan mendiversifikasi sumber pendapatan daerah. Diversifikasi Pendapatan itu sendiri adalah upaya untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada satu atau beberapa sumber pendapatan utama. Contoh kebijakan yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan berbagai jenis objek wisata lainnya ketika suatu daerah hanya bergantung terhadap satu objek pariwisata yang mereka miliki, sehingga akan membantu menarik berbagai jenis wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
3. Penelitian ini menyatakan bahwa dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa faktor penting yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan tingkat pengangguran khususnya pengangguran terbuka. Salah satunya yaitu dengan memberikan dukungan terhadap para wirausahawan khususnya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) seperti dengan mempermudah dalam pengajuan pinjaman kredit usaha kecil, sehingga diharapkan UMKM bisa lebih berkembang dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. 
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	Kab/Kota
	Tahun 
	PE (persen)
	DDF (persen)
	RKKD (persen)
	IPM (persen)
	TPT (persen)
	KMSKN (persen)

	Kab. Jepara
	2017
	5,39
	15,03
	63,52
	70,79
	4,84
	8,12

	Kab. Jepara
	2018
	5,85
	16,37
	59,74
	71,38
	3,75
	7

	Kab. Jepara
	2019
	6,02
	15,94
	59,09
	71,88
	2,92
	6,66

	Kab. Jepara
	2020
	-1,92
	18,11
	57,85
	71,99
	6,7
	7,17

	Kab. Jepara
	2021
	4,63
	17,16
	58,77
	72,36
	4,23
	7,44

	Kab. Jepara
	2022
	5,95
	18,38
	62,44
	73,15
	4,1
	6,88

	Kab. Karanganyar
	2017
	5,77
	20,31
	65,1
	75,22
	3,17
	12,28

	Kab. Karanganyar
	2018
	5,98
	16,23
	65,94
	75,54
	2,28
	10,01

	Kab. Karanganyar
	2019
	5,76
	17,79
	63,92
	75,89
	3,12
	9,55

	Kab. Karanganyar
	2020
	-1,87
	18,13
	62,94
	75,86
	5,96
	10,28

	Kab. Karanganyar
	2021
	3,57
	19,69
	60,76
	75,99
	5,89
	10,68

	Kab. Karanganyar
	2022
	5,87
	22,72
	61,66
	76,58
	5,7
	9,85

	Kab. Kebumen
	2017
	5,15
	16,35
	65,18
	68,29
	5,58
	19,6

	Kab. Kebumen
	2018
	5,53
	13,33
	62,6
	68,8
	5,48
	17,47

	Kab. Kebumen
	2019
	5,52
	14,51
	61,22
	69,6
	4,69
	16,82

	Kab. Kebumen
	2020
	-1,45
	14,58
	60,62
	69,81
	6,07
	17,59

	Kab. Kebumen
	2021
	3,71
	16,66
	59,05
	70,05
	6,03
	17,83

	Kab. Kebumen
	2022
	5,79
	17,99
	60,73
	70,79
	5,92
	16,41

	Kab. Kendal
	2017
	5,78
	19,77
	61,68
	70,62
	4,93
	11,1

	Kab. Kendal
	2018
	5,77
	15,7
	62,06
	71,28
	6,02
	9,84

	Kab. Kendal
	2019
	5,71
	15,72
	62,27
	71,97
	6,26
	9,41

	Kab. Kendal
	2020
	-1,51
	16,73
	59,97
	72,29
	7,56
	9,99

	Kab. Kendal
	2021
	3,89
	19,09
	58,23
	72,5
	7,55
	10,24

	Kab. Kendal
	2022
	5,69
	18,55
	69,11
	73,19
	7,34
	9,48

	Kab. Klaten
	2017
	5,34
	14,39
	63,97
	74,25
	4,35
	14,15

	Kab. Klaten
	2018
	5,47
	15,35
	64,08
	74,79
	3,14
	12,96

	Kab. Klaten
	2019
	5,48
	11,58
	62,08
	75,29
	3,54
	12,28

	Kab. Klaten
	2020
	-1,17
	12,79
	61,38
	75,56
	5,46
	12,89

	Kab. Klaten
	2021
	3,82
	12,26
	60,6
	76,12
	5,48
	13,49

	Kab. Klaten
	2022
	5,9
	13,83
	63,29
	76,95
	4,31
	12,33

	Kab. Kudus
	2017
	3,21
	18,45
	66,95
	73,84
	3,56
	7,59

	Kab. Kudus
	2018
	3,24
	16,89
	65,54
	74,58
	3,28
	6,98

	Kab. Kudus
	2019
	3,09
	16,44
	65,5
	74,94
	3,8
	6,68

	Kab. Kudus
	2020
	-3,11
	19,04
	64,07
	75
	5,53
	7,31

	Kab. Kudus
	2021
	-1,54
	23,44
	59,27
	75,16
	3,77
	7,6

	Kab. Kudus
	2022
	2,23
	20,14
	66,51
	75,89
	3,21
	7,41

	Kab. Magelang
	2017
	5,5
	17,76
	62,24
	68,39
	2,44
	12,42

	Kab. Magelang
	2018
	5,28
	14,12
	60,73
	69,11
	2,89
	11,23

	Kab. Magelang
	2019
	5,3
	16,19
	58,34
	69,87
	3,07
	10,67

	Kab. Magelang
	2020
	-1,67
	13,85
	58,91
	69,87
	4,27
	11,27

	Kab. Magelang
	2021
	3,48
	15,19
	57,59
	70,12
	5,03
	11,91

	Kab. Magelang
	2022
	5,46
	15,19
	62,71
	70,85
	4,97
	11,09

	Kab. Pati
	2017
	5,67
	16,24
	63,14
	70,12
	3,83
	11,38

	Kab. Pati
	2018
	5,71
	13,76
	50,12
	70,71
	3,57
	9,9

	Kab. Pati
	2019
	5,81
	12,82
	59,11
	71,35
	3,64
	9,46

	Kab. Pati
	2020
	-1,16
	13,96
	58,11
	71,77
	4,74
	10,08

	Kab. Pati
	2021
	3,38
	14,26
	57,83
	72,28
	4,6
	10,21

	Kab. Pati
	2022
	5,56
	14,31
	60,46
	73,14
	4,45
	9,33

	Kab. Pekalongan
	2017
	5,44
	14,76
	62,63
	68,4
	4,39
	12,61

	Kab. Pekalongan
	2018
	5,76
	14,81
	61,68
	68,97
	4,36
	10,06

	Kab. Pekalongan
	2019
	5,35
	15,63
	62,2
	69,71
	4,35
	9,71

	Kab. Pekalongan
	2020
	-1,89
	16,58
	60,6
	69,63
	6,97
	10,19

	Kab. Pekalongan
	2021
	3,54
	16,67
	60,26
	70,11
	4,28
	10,57

	Kab. Pekalongan
	2022
	5,11
	15,83
	58,2
	70,81
	3,23
	9,67

	Kab. Pemalang
	2017
	5,61
	18,09
	66,3
	65,04
	5,59
	17,37

	Kab. Pemalang
	2018
	5,69
	12,37
	63,72
	65,67
	6,17
	16,04

	Kab. Pemalang
	2019
	5,8
	13,29
	62,53
	66,32
	6,45
	15,41

	Kab. Pemalang
	2020
	-0,61
	13,4
	60,93
	66,32
	7,64
	16,02

	Kab. Pemalang
	2021
	4,28
	14,02
	60,86
	66,56
	6,71
	16,56

	Kab. Pemalang
	2022
	5,08
	14
	65,81
	67,19
	6,63
	15,06

	Kab. Purbalingga
	2017
	5,37
	18,17
	63,64
	67,72
	5,33
	18,8

	Kab. Purbalingga
	2018
	5,42
	14,5
	64,15
	68,41
	6,02
	15,62

	Kab. Purbalingga
	2019
	5,64
	14,73
	63,74
	68,99
	4,73
	15,03

	Kab. Purbalingga
	2020
	-1,18
	16,06
	60,53
	68,97
	6,1
	15,9

	Kab. Purbalingga
	2021
	3,19
	18,38
	58,59
	69,15
	6,05
	16,24

	Kab. Purbalingga
	2022
	5,41
	15,11
	65,53
	69,54
	5,23
	15,3

	Kab. Purworejo
	2017
	5,27
	14,11
	59,75
	71,31
	3,64
	13,81

	Kab. Purworejo
	2018
	5,33
	14
	61,36
	71,87
	4,43
	11,67

	Kab. Purworejo
	2019
	5,44
	12,9
	61,2
	72,5
	2,91
	11,45

	Kab. Purworejo
	2020
	-1,61
	14,06
	59,74
	72.68
	4,04
	11,78

	Kab. Purworejo
	2021
	3,31
	19,13
	56,62
	72.98
	3,59
	12,4

	Kab. Purworejo
	2022
	5,36
	15,13
	63,02
	73.60
	4,45
	11,53

	Kab. Rembang
	2017
	6,98
	17,43
	62,54
	68,95
	3,19
	18,35

	Kab. Rembang
	2018
	5,89
	16,61
	60,11
	69,46
	2,83
	15,41

	Kab. Rembang
	2019
	5,2
	16,93
	57,85
	70,15
	3,6
	14,95

	Kab. Rembang
	2020
	-1,49
	17,39
	59,24
	70,02
	4,83
	15,6

	Kab. Rembang
	2021
	3,85
	21,14
	54,72
	70,43
	3,67
	15,8

	Kab. Rembang
	2022
	5,55
	19,17
	60,52
	71
	1,76
	14,65

	Kab. Semarang
	2017
	5,65
	19,54
	60,8
	73,2
	1,78
	7,78

	Kab. Semarang
	2018
	5,67
	18,11
	62,57
	73,61
	2,25
	7,29

	Kab. Semarang
	2019
	5,39
	18,56
	60,42
	74,14
	2,54
	7,04

	Kab. Semarang
	2020
	-2,67
	20,012
	58,83
	74,1
	4,57
	7,51

	Kab. Semarang
	2021
	3,63
	23,81
	54,39
	74,24
	5,02
	7,82

	Kab. Semarang
	2022
	5,31
	20,54
	61,63
	74,67
	4,81
	7,27

	Kab. Sragen
	2017
	5,97
	18,49
	64,78
	72,4
	4,55
	14,02

	Kab. Sragen
	2018
	5,75
	15,35
	64,56
	72,96
	4,83
	13,12

	Kab. Sragen
	2019
	5,9
	16
	65,03
	73,43
	3,32
	12,79

	Kab. Sragen
	2020
	-1,81
	17,82
	63,18
	73,95
	4,75
	13,38

	Kab. Sragen
	2021
	3,75
	22,99
	58,33
	74,08
	4,76
	13,83

	Kab. Sragen
	2022
	5,76
	16,72
	66,24
	74,65
	4,69
	12,94

	Kab. Sukoharjo
	2017
	5,76
	22,6
	62,57
	75,56
	2,27
	8,75

	Kab. Sukoharjo
	2018
	5,79
	21,08
	61,42
	76,07
	2,72
	7,41

	Kab. Sukoharjo
	2019
	5,92
	21,39
	60,35
	76,84
	3,39
	7,14

	Kab. Sukoharjo
	2020
	-1,7
	23,01
	59,65
	76,98
	6,93
	7,68

	Kab. Sukoharjo
	2021
	3,82
	24,92
	57,03
	77,13
	3,32
	8,23

	Kab. Sukoharjo
	2022
	5,61
	25,57
	62,12
	77,94
	2,47
	7,61

	Kab. Tegal
	2017
	5,38
	15,32
	61,9
	66,44
	7,33
	9,9

	Kab. Tegal
	2018
	5,51
	14,74
	61,33
	67,33
	8,24
	7,94

	Kab. Tegal
	2019
	5,56
	15,82
	59,44
	68,24
	8,12
	7,64

	Kab. Tegal
	2020
	-1,48
	16,59
	58,33
	68,39
	9,82
	8,14

	Kab. Tegal
	2021
	3,71
	20,64
	54,41
	68,79
	9,97
	8,6

	Kab. Tegal
	2022
	5,14
	19,35
	59,73
	69,53
	9,64
	7,9

	Kab. Temanggung
	2017
	5,03
	17,33
	63,58
	68,34
	2,97
	11,46

	Kab. Temanggung
	2018
	5,13
	14,55
	62,85
	68,83
	3,23
	9,87

	Kab. Temanggung
	2019
	5,05
	14,81
	62,61
	69,56
	2,98
	9,42

	Kab. Temanggung
	2020
	-2,13
	16,79
	60,41
	69,57
	3,85
	9,96

	Kab. Temanggung
	2021
	3,34
	18,42
	58,4
	69,88
	2,62
	10,17

	Kab. Temanggung
	2022
	5,2
	16,69
	88,6
	70,77
	2,54
	9,33

	Kab. Wonogiri
	2017
	5,32
	14,4
	67,93
	68,66
	2,38
	12,9

	Kab. Wonogiri
	2018
	5,41
	11,7
	67,23
	69,37
	2,28
	10,75

	Kab. Wonogiri
	2019
	5,14
	11,75
	67,29
	69,98
	2,55
	10,25

	Kab. Wonogiri
	2020
	-1,41
	12,06
	65,87
	70,25
	4,27
	10,86

	Kab. Wonogiri
	2021
	3,35
	10,47
	66,84
	70,49
	2,43
	11,55

	Kab. Wonogiri
	2022
	5,63
	14,79
	70,05
	71,04
	1,95
	10,99

	Kab. Wonosobo
	2017
	4,14
	12,46
	64,65
	66,89
	4,18
	20,32

	Kab. Wonosobo
	2018
	5,06
	12,25
	62,03
	67,81
	3,5
	17,58

	Kab. Wonosobo
	2019
	5,57
	12,17
	64,91
	68,27
	3,43
	16,63

	Kab. Wonosobo
	2020
	-1,64
	13,39
	62,25
	68,22
	5,37
	17,36

	Kab. Wonosobo
	2021
	3,68
	17,26
	59,44
	68,43
	5,26
	17,67

	Kab. Wonosobo
	2022
	5,02
	13,79
	62,18
	68,89
	5,01
	16,17

	Kota Magelang
	2017
	5,42
	25,67
	66,44
	77,84
	6,68
	8,75

	Kota Magelang
	2018
	5,46
	27,51
	64,82
	78,1
	4,78
	7,87

	Kota Magelang
	2019
	5,41
	28,26
	64,04
	78,8
	4,37
	7,46

	Kota Magelang
	2020
	-2,45
	30,72
	61,79
	78,99
	8,59
	7,58

	Kota Magelang
	2021
	3,2
	32,11
	59,99
	79,43
	8,73
	7,75

	Kota Magelang
	2022
	5,77
	38,26
	55,97
	80,39
	6,71
	7,1

	Kota Pekalongan
	2017
	5,32
	20,96
	70,07
	73,77
	5,05
	7,47

	Kota Pekalongan
	2018
	5,69
	19,79
	68,45
	74,24
	6,08
	6,75

	Kota Pekalongan
	2019
	5,5
	21,89
	66,39
	74,77
	5,8
	6,6

	Kota Pekalongan
	2020
	-1,87
	24,11
	65,76
	74,98
	7,02
	7,17

	Kota Pekalongan
	2021
	3,59
	26,08
	63,38
	75,4
	6,89
	7,59

	Kota Pekalongan
	2022
	5,76
	26,63
	63,44
	75,9
	4,98
	7

	Kota Salatiga
	2017
	5,58
	24,94
	67,73
	81,68
	3,96
	5,07

	Kota Salatiga
	2018
	5,84
	23,47
	67,36
	82,41
	4,23
	4,84

	Kota Salatiga
	2019
	5,9
	25,44
	65,49
	83,12
	4,33
	4,76

	Kota Salatiga
	2020
	-1,68
	24,66
	66,51
	83,14
	7,44
	4,94

	Kota Salatiga
	2021
	3,35
	29,66
	61,84
	83,6
	7,26
	5,14

	Kota Salatiga
	2022
	5,53
	26,3
	66,44
	84,35
	5,58
	4,73

	Kota Semarang
	2017
	6,7
	45,19
	42,24
	82,01
	6,61
	4,62

	Kota Semarang
	2018
	6,48
	43,01
	41,31
	82,72
	5,21
	4,14

	Kota Semarang
	2019
	6,81
	45,26
	40,32
	83,19
	4,5
	3,98

	Kota Semarang
	2020
	-1,85
	46
	40,74
	83,05
	9,57
	4,34

	Kota Semarang
	2021
	5,16
	49,47
	36,95
	83,55
	9,54
	4,56

	Kota Semarang
	2022
	5,73
	57,29
	38,68
	84,08
	7,6
	4,25

	Kota Surakarta
	2017
	5,7
	29,24
	61,89
	80,85
	4,47
	10,65

	Kota Surakarta
	2018
	5,75
	28,08
	59,83
	81,46
	4,35
	9,08

	Kota Surakarta
	2019
	5,78
	28,05
	59,53
	81,86
	4,16
	8,7

	Kota Surakarta
	2020
	-1,76
	26,9
	60,62
	82,21
	7,92
	9,03

	Kota Surakarta
	2021
	4,01
	28,9
	59,38
	82,62
	7,85
	9,4

	Kota Surakarta
	2022
	6,25
	32,06
	67,15
	83,08
	5,83
	8,84

	Kota Tegal
	2017
	5,95
	29,94
	63,65
	73,95
	8,19
	9,9

	Kota Tegal
	2018
	5,87
	27,85
	61,03
	74,44
	7,81
	7,94

	Kota Tegal
	2019
	5,77
	27,54
	62,27
	74,93
	8,08
	7,64

	Kota Tegal
	2020
	-2,29
	26,18
	63,83
	75,07
	8,4
	8,14

	Kota Tegal
	2021
	3,12
	29,88
	60,16
	75,52
	8,25
	8,6

	Kota Tegal
	2022
	5,16
	32,63
	61,13
	76,15
	6,68
	7,9

	Kab. Banjarnegara
	2017
	5,65
	13,72
	68,1
	65,86
	4,72
	17,21

	Kab. Banjarnegara
	2018
	5,67
	11,37
	66,55
	66,54
	3,99
	15,46

	Kab. Banjarnegara
	2019
	5,6
	12,23
	65,09
	67,34
	4,44
	14,76

	Kab. Banjarnegara
	2020
	-1,32
	11,96
	63,59
	67,45
	5,86
	15,64

	Kab. Banjarnegara
	2021
	3,26
	15,04
	61,38
	67,86
	5,86
	16,23

	Kab. Banjarnegara
	2022
	5,29
	13,94
	66,25
	68,61
	6,38
	15,2

	Kab. Banyumas
	2017
	6,34
	19,23
	60,02
	70,75
	4,62
	17,05

	Kab. Banyumas
	2018
	6,45
	19,85
	59,05
	71,3
	4,15
	13,5

	Kab. Banyumas
	2019
	6,32
	19,99
	58,02
	71,96
	4,17
	12,53

	Kab. Banyumas
	2020
	-1,65
	20,06
	57,14
	71,98
	6
	13,26

	Kab. Banyumas
	2021
	4
	21,84
	55,41
	72,44
	6,05
	13,66

	Kab. Banyumas
	2022
	5,86
	23,45
	63,49
	73,17
	6,05
	12,84

	Kab. Batang
	2017
	5,55
	14,03
	66,5
	67,35
	5,82
	10,8

	Kab. Batang
	2018
	5,72
	13,95
	63,63
	67,86
	4,2
	8,69

	Kab. Batang
	2019
	5,39
	13,88
	63,19
	68,42
	4,11
	8,35

	Kab. Batang
	2020
	-1,29
	14,85
	63,54
	68,65
	6,92
	9,13

	Kab. Batang
	2021
	4,88
	17,71
	60,47
	68,92
	6,59
	9,68

	Kab. Batang
	2022
	5,97
	17,99
	67
	69,45
	6,64
	8,98

	Kab. Blora
	2017
	5,98
	13,9
	66,89
	67,52
	2,85
	13,04

	Kab. Blora
	2018
	4,38
	9,58
	65,94
	67,95
	3,3
	11,9

	Kab. Blora
	2019
	4,05
	11,01
	66,47
	68,65
	3,82
	11,32

	Kab. Blora
	2020
	-4,56
	14,08
	61,59
	68,84
	4,89
	11,96

	Kab. Blora
	2021
	3,68
	14,67
	63,84
	69,37
	3,81
	12,39

	Kab. Blora
	2022
	2,68
	15,74
	68,25
	69,95
	3,7
	11,53

	Kab. Boyolali
	2017
	5,8
	17,82
	64,76
	72,64
	3,67
	11,96

	Kab. Boyolali
	2018
	5,72
	15,39
	65,62
	73,22
	2,18
	10,04

	Kab. Boyolali
	2019
	5,96
	16,77
	63,1
	73,8
	3,09
	9,53

	Kab. Boyolali
	2020
	-1,2
	18,95
	61,47
	74,25
	5,28
	10,18

	Kab. Boyolali
	2021
	4,63
	21,19
	59,62
	74,4
	5,09
	10,62

	Kab. Boyolali
	2022
	6,33
	19,03
	64,55
	74,97
	4,92
	9,82

	Kab. Brebes
	2017
	5,65
	18,32
	63,11
	64,86
	8,04
	19,14

	Kab. Brebes
	2018
	5,26
	12,15
	61,44
	65,68
	7,2
	17,17

	Kab. Brebes
	2019
	5,76
	12,24
	60,63
	66,12
	7,39
	16,22

	Kab. Brebes
	2020
	-0,47
	13,04
	56,83
	66,11
	9,83
	17,03

	Kab. Brebes
	2021
	2,57
	16,39
	55,45
	66,32
	9,78
	17,43

	Kab. Brebes
	2022
	5,61
	10,83
	71,72
	67,03
	9,48
	16,05

	Kab. Cilacap
	2017
	2,58
	21,12
	62,8
	68,9
	6,3
	13,94

	Kab. Cilacap
	2018
	2,99
	17,17
	61,89
	69,56
	7,49
	11,25

	Kab. Cilacap
	2019
	2,27
	17,49
	60,22
	69,98
	7,24
	10,73

	Kab. Cilacap
	2020
	-10,28
	18,75
	58,19
	69,95
	9,1
	11,46

	Kab. Cilacap
	2021
	2,15
	22,16
	55,63
	70,42
	9,97
	11,67

	Kab. Cilacap
	2022
	5,13
	21,27
	60,86
	70,99
	9,62
	11,02

	Kab. Demak
	2017
	5,82
	15,02
	59,95
	70,41
	4,47
	13,41

	Kab. Demak
	2018
	5,4
	15,97
	57,81
	71,26
	7,03
	12,54

	Kab. Demak
	2019
	5,36
	17,24
	56,38
	71,87
	5,42
	11,86

	Kab. Demak
	2020
	-0,23
	18,84
	54,84
	72,22
	7,31
	12,54

	Kab. Demak
	2021
	2,62
	18,81
	54,63
	72,57
	5,28
	12,92

	Kab. Demak
	2022
	5,25
	19,85
	57,29
	73,36
	6,11
	12,09

	Kab. Grobogan
	2017
	5,85
	18,15
	64,26
	68,87
	3,02
	13,27

	Kab. Grobogan
	2018
	5,83
	12,94
	63,36
	69,32
	2,22
	12,31

	Kab. Grobogan
	2019
	5,37
	13,34
	62,24
	69,86
	3,54
	11,77

	Kab. Grobogan
	2020
	-1,57
	13,85
	59,97
	69,87
	4,5
	12,46

	Kab. Grobogan
	2021
	3,78
	16,09
	58,8
	70,41
	4,38
	12,74

	Kab. Grobogan
	2022
	5,98
	16,38
	63,33
	70,97
	4,4
	11,8


Keterangan:
PE = Pertumbuhan Ekonomi
DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
RKKD = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
IPM = Indeks Pembangunan Manusia
TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka
KMSKN = Kemiskinan
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	PE
	DDF
	RKKD
	IPM
	TPT
	KMSKN

	 Mean
	 3.888762
	 18.93382
	 61.52610
	 72.37229
	 5.166048
	 11.14862

	 Median
	 5.335000
	 17.04500
	 61.89000
	 71.30500
	 4.795000
	 10.77500

	 Maximum
	 6.980000
	 57.29000
	 88.60000
	 84.35000
	 9.970000
	 20.32000

	 Minimum
	-10.28000
	 9.580000
	 36.95000
	 64.86000
	 1.760000
	 3.980000

	 Std. Dev.
	 2.890511
	 7.064363
	 5.340337
	 4.451196
	 1.926415
	 3.600586

	 Skewness
	-1.689680
	 2.338470
	-1.198953
	 0.900064
	 0.579256
	 0.281323

	 Kurtosis
	 5.505378
	 10.29518
	 11.59144
	 3.319111
	 2.752129
	 2.440851

	
	
	
	
	
	
	

	 Jarque-Bera
	 154.8487
	 657.0670
	 696.1740
	 29.24508
	 12.28142
	 5.505667

	 Probability
	 0.000000
	 0.000000
	 0.000000
	 0.000000
	 0.002153
	 0.063747

	
	
	
	
	
	
	

	 Sum
	 816.6400
	 3976.102
	 12920.48
	 15198.18
	 1084.870
	 2341.210

	 Sum Sq. Dev.
	 1746.206
	 10430.19
	 5960.512
	 4140.948
	 775.6148
	 2709.522

	
	
	
	
	
	
	

	 Observations
	 210
	 210
	 210
	 210
	 210
	 210
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	Dependent Variable: PE
	

	Method: Panel Least Squares
	

	Date: 08/09/23   Time: 10:12
	

	Sample: 2017 2022
	
	

	Periods included: 6
	
	

	Cross-sections included: 35
	

	Total panel (balanced) observations: 210

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.  

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	C
	8.249852
	5.960766
	1.384025
	0.1679

	DDF
	0.223649
	0.052755
	4.239421
	0.0000

	RKKD
	0.111774
	0.042911
	2.604798
	0.0099

	IPM
	-0.178414
	0.078601
	-2.269875
	0.0243

	TPT
	-0.641830
	0.106666
	-6.017163
	0.0000

	KMSKN
	0.067752
	0.070514
	0.960824
	0.3378

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	R-squared
	0.181550
	    Mean dependent var
	3.888762

	Adjusted R-squared
	0.161489
	    S.D. dependent var
	2.890511

	S.E. of regression
	2.646847
	    Akaike info criterion
	4.812771

	Sum squared resid
	1429.183
	    Schwarz criterion
	4.908403

	Log likelihood
	-499.3409
	    Hannan-Quinn criter.
	4.851431

	F-statistic
	9.050297
	    Durbin-Watson stat
	2.074460

	Prob(F-statistic)
	0.000000
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	Dependent Variable: PE
	

	Method: Panel Least Squares
	

	Date: 08/09/23   Time: 10:11
	

	Sample: 2017 2022
	
	

	Periods included: 6
	
	

	Cross-sections included: 35
	

	Total panel (balanced) observations: 210

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.  

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	C
	-0.550666
	26.93288
	-0.020446
	0.9837

	DDF
	0.298919
	0.105735
	2.827070
	0.0053

	RKKD
	0.211627
	0.059896
	3.533273
	0.0005

	IPM
	-0.062253
	0.358941
	-0.173436
	0.8625

	TPT
	-1.529964
	0.176996
	-8.644060
	0.0000

	KMSKN
	-0.164288
	0.308612
	-0.532346
	0.5952

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Effects Specification
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cross-section fixed (dummy variables)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	R-squared
	0.458923
	    Mean dependent var
	3.888762

	Adjusted R-squared
	0.334793
	    S.D. dependent var
	2.890511

	S.E. of regression
	2.357507
	    Akaike info criterion
	4.722730

	Sum squared resid
	944.8326
	    Schwarz criterion
	5.360274

	Log likelihood
	-455.8866
	    Hannan-Quinn criter.
	4.980465

	F-statistic
	3.697129
	    Durbin-Watson stat
	2.391271

	Prob(F-statistic)
	0.000000
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	Dependent Variable: PE
	

	Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

	Date: 08/09/23   Time: 10:11
	

	Sample: 2017 2022
	
	

	Periods included: 6
	
	

	Cross-sections included: 35
	

	Total panel (balanced) observations: 210

	Swamy and Arora estimator of component variances

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.  

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	C
	8.249852
	5.309164
	1.553889
	0.1218

	DDF
	0.223649
	0.046988
	4.759732
	0.0000

	RKKD
	0.111774
	0.038220
	2.924489
	0.0038

	IPM
	-0.178414
	0.070009
	-2.548461
	0.0116

	TPT
	-0.641830
	0.095006
	-6.755658
	0.0000

	KMSKN
	0.067752
	0.062806
	1.078747
	0.2820

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Effects Specification
	
	

	
	
	
	S.D.  
	Rho  

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cross-section random
	0.000000
	0.0000

	Idiosyncratic random
	2.357507
	1.0000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Weighted Statistics
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	R-squared
	0.181550
	    Mean dependent var
	3.888762

	Adjusted R-squared
	0.161489
	    S.D. dependent var
	2.890511

	S.E. of regression
	2.646847
	    Sum squared resid
	1429.183

	F-statistic
	9.050297
	    Durbin-Watson stat
	2.074460

	Prob(F-statistic)
	0.000000
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Unweighted Statistics
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	R-squared
	0.181550
	    Mean dependent var
	3.888762

	Sum squared resid
	1429.183
	    Durbin-Watson stat
	2.074460
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	Redundant Fixed Effects Tests
	

	Equation: FIXED
	
	

	Test cross-section fixed effects

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Effects Test
	Statistic  
	d.f. 
	Prob. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cross-section F
	2.563157
	(34,170)
	0.0000

	Cross-section Chi-square
	86.908660
	34
	0.0000
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	Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

	Null hypotheses: No effects

	Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

	        (all others) alternatives

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Test Hypothesis

	
	Cross-section
	Time
	Both

	
	
	
	

	
	
	
	

	Breusch-Pagan
	 0.420825
	 1705.420
	 1705.841

	
	(0.5165)
	(0.0000)
	(0.0000)

	
	
	
	

	Honda
	 0.648710
	 41.29673
	 29.65990

	
	(0.2583)
	(0.0000)
	(0.0000)

	
	
	
	

	King-Wu
	 0.648710
	 41.29673
	 38.79101

	
	(0.2583)
	(0.0000)
	(0.0000)

	
	
	
	

	Standardized Honda
	 1.236260
	 49.37605
	 29.28542

	
	(0.1082)
	(0.0000)
	

	
	
	
	(0.0000)

	
	
	
	

	Standardized King-Wu
	 1.236260
	 49.37605
	 42.56194

	
	(0.1082)
	(0.0000)
	(0.0000)

	
	
	
	

	Gourierioux, et al.*
	--
	--
	 1705.841

	
	
	
	(< 0.01)
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	Correlated Random Effects - Hausman Test

	Equation: RANDOM
	
	

	Test cross-section random effects

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Test Summary
	Chi-Sq. Statistic
	Chi-Sq. d.f.
	Prob. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cross-section random
	66.086267
	5
	0.0000
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